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ABSTRAK 

Nama : SHEILA THOMASYADI 
Program Studi : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas 

Indonesia 
Judul : Akibat Hukum Pembebanan Jaminan Atas Tanah Yang 

DUakukan Olelt Pibak Yang Tidak Berwenang Terbadap 
Akta Perjanjian Kredit 

Tesis ini membahas mengenai Pembedan Hak Tanggungan yang 
dHakukan oleh pihak yang tidak bern•enang dan konselruensi hukumnya terhadap 
akta-kata yang dibuat sehubungan dengan tindakan hukum tersebut, sesuai dengan 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Alas Tanah 
Beserta Benda-benda yang Berkaitan Dengan Tanah. Penelitian ini menggunakan 
metode yuridis nomtatif dengan pendckatan kualitatif yang digunakan untuk 

. Ir!,e;~ht}.r~ g.~b~ .se~~-~uali~tjf t~~tang ~~~~~~n _pemberian kredit dan 
Pembebanan Hak Tanggungan serta konselruensmya alaS tindakilh 'hukum' ya!lg 
dilakakan oleh pihak yang tidak herwenang, Berdaseakan basil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa tindakan hukum Pemberian Hak Tanggungan yang dilakukan 
oleh pihak yang tidak berwenang alaS obyek jaminan tersebut tidak memenuhi 
syarat subyektif sahnya suatu petjanjian sehingga dapat dimohonkan 
pembatalarmya. Pembatalan alaS Akta Pemberian Hak Tanggungan tidak turut 
membatalkun Akta Perjanjian Kredit sehingga utang yang dijamin tctap ada dan 
pelunasannya hams dipenuhi oleh Debitur, 

KataKunci: 
Hak Tanggungan, Perjanjian Kredit 
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ABSTRACT 

Name : SHEILA THOMASYADI 
Program Study: Magister Kenotariatan, Faculty of Law, University of 

Indonesia 
Title : Legal Consequences of Encumbrance over Land Conducted 

by Unauthorized Party towards Deed of Loan Agreement 

This thesis discusses the Granting of Mortgage Right conducted by 
unauthorized party and ils legal consequences towards the deeds drawn up in 
relation to such legal action. in accordance with Law Number 4 of the Year 1996 
regarding Mortgage Right over Land together with Goods Related to Land. This 
research uses juridical nonnative method with qualitative approach which is used 
to provide qualitative illustration regarding the implementation of loan granting 
and the Encumbrance of Mortgage Right as well as its consequences over the 
legal~'tio11 conducte<j,.by una\ltl).orl;<e<tpJtr!Y.I\~.d on the result.o(r<;s.ea;<;l!, it .. can be concluded that legal action for the Granting of Mortgage Right conducted 
by unauthorized party over the o~eet of such security does not fulfill the 
subjective requirement for the validity of an agreementi therefore, it can be 
requested for its annulment. The annulment of Deed of Granting of Mortgage 
Right does not automatically annul the Deed of Loan Agreement, therefore, !he 

· secured loan will remain to be valid and its fult·repayment must be satisfied by the 
Debtor. 

Keywo!ds: 
Mortgage Right, Loan Agreement 

Akibat Hukum..., Sheila Thomasyadi, FH UI, 2009
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BABl 

PENDAHULUAN 

l.l.Lalllr Belakang Permasalaban 

Perkembangan pembangunan nasiona[ di [ndonesia melahirkan 

peningkatan kebutuban ekonomi yang menitikberatkan pada penyediaan dana 

segar yang cukup besar mak:a dirasakan perlunya suatu lembaga yang 

dapat menyediakan fusilitas peminjaman uang tunai kepada masyarakat. 

Bagi maayarakat, perorangan, badan usaba atau badan hokum yang 

berusaba meningkatkan kebutuban konsumtif atau produktif sangat 

:rnembutuhkan pendanaan dari Bank sebagai salah salu sumber 

dana yang diantaranya dalam bentuk perkreditan, agar mampu mencukupi 

dalarn mendukung peningkatan usabanya. Mengingat pentingnya kedudukan 

dana perkreditan dalat;n proses pembangunan, sudah semestinya jika 

Pemberi dan Penerima Kredit serta pihak lain yang terkait mendapat 

perlindungan melalui suatu lembaga Jaminan yang kuat agar dapat 

memberlkan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan sebagai 

upaya mengantisipasi timbulnya resiko bagi Kredltur pada masa 

yang akan datang. 

Berdasarkan kebutuhan akan dana tersebut, labirlab lembaga 

keuangan Bank yang melakukan penyaluran dana kepada masyanakat dalarn 

bentnk pinjarnan kredit selaku lembaga perantara keuangan kepada 

masyarakat yang membutuhkan modal. Selain fungsi penyaluran dana 

tersebut, Bank juga berfungsi sebagai pengbimpun dana dari masyarakat 

dalarn bentnk simpanan. 

l 
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Fasilitas pinjaman kredit yang diberikan pihak Bank 

rnasyarakat berdasarkan pei)anjtan utang-piutang vano . ~ lazim 

sebagai Perjanjian Kredit, melahirkan kewajiban bagi 

kepada 

disebut 

pihak 

yang 

Ielah disepakati bersama dengan cara angsuran. Adanya perjanjian pinjam· 

Debitur untuk melWlasi pmJamannya dalam jangka ·waktu 

meminjam uang tersebut mutlak diperlukan solusi hukum bagi adanya 

Lembaga Jaminan agar memberikan kepastian bagi pengembalian pinjaman 

tersebut. Keberadaan Lembaga Jaminan amat diperlukan karena dapat 

memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi penyedia dana dan 

Penerima pinjaman. Solusi hukum yang dirnaksud disini adalah 

prosedur mengenai pelaksanaan pemenuhan prestasi apahlla Debitur 

wan prestasi. Sebagai jamiuan pelunasan utang, pihak Debitur wajib 

mengagunkan suatu obyek yang mempunyai nilai uang kepada pihak Kreditur 

hingga utang Debitur terlunasi seluruhnya. Sebagai jaminan, Hak Atas Tanah 

merupakan obyek yang paling sering digunakan dengan dasar pertimbangan 

tanah paling aman, mempunyai nilai ekonomis yang relatif tinggi, 

kemudahan dalam penjualannya, tidak mudah musnah dan memiliki tanda bukti 

yang kuat berupa Sertipikat HakAtas Tanah. 

Lembaga Jaminan oleh lembaga perbaakan dianggap paling efektif 

dan aman adalah tanah deugan jaminan Hak Tanggungan. Hal itu didasari 

adanya kemudahan dalam mengidenlifikasi Obyek Hak Tanggungan, 

jelas dan pasti eksekusinya, disamping itu utang yang dijarnin dengan 

Hak Tanggungan harus dibayar terlebih dahulu dari tagihan lainnya dengan 

uang basil pelelangan tanah. 1 Berdasarkan kebutuhan tersebut, lahirlah 

Undang-Undang Nomor 4 Tabun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah 

beserta Benda-benda yang barkaitan Dengan Tanah yang selanjutnya 

disebut Undang·Undang Hak Tanggungan ( UUHT ) yang menyatakan 

Hak Tanggungan sebagai lembaga jarninan yang dibebaakan alas lanah. Undang­

Undang Hak Tanggungan tersebut diundangkan dan mulai berlaku sejak tanggal 

1 Herowati Poesoko, Para If! Executie Obyek Hak Tanggungan, ( Yogyakarta: LaksBang 
PRESSindo Yogyakarta, 2008 ), him. 2. 
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9 April 1996.2 Menurut Anriz Nazaruddin, sebaguimana yang dinyatakan dalam 

Pasal l angka I UUHT Jni. Pengertian Hak Tanggungan atas tanah beserta benda· 

benda yang berkaitan dengan tanah adaiah: 

Hak Jaminan yang dibebankan pada Hak Alas Tanah sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahtu1 1960 tenrnng Peraturan Dasar Polrok­
Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan 
sstu kesatuan dengan lllnah itu, untuk pelunasan urnng tertentu terhadap 
K.reditor-Kieditor lain.3 

Sebelumnya lahir dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

1996 ini~ telab ada ketentuan yang mengatur mengenai tanah~ yaitu dalam Buku II 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia mengenai Hypotheek 

dan ketentuan mengenal Credietverband dalam Staatsb/ad 1908-542jo 1937-1904 

namun, dalam perkerubangannya kedua aturan tersebut dipandang tidak sesuai 

lagi dengan nafas kebutuhan perheditan Indonesia .sehingga dinyatakan 

tldak berlaku Jagi dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 4 'fahun 1996 

tentang Hak Tanggungan. 

Hak Tanggungan sebagai Lembaga Jaminan alas tanah untuk pelunasan 

hutang tertentu mempunyai ciri-ciri sebagai ·berikut: 

L Memberikan kedndukan yang diutamakan kepada Kreditumya, 

2. Selalu mengikuti obyelroya dalam tangan siapa pun obyek itu berada. 

3. Memenuhi asas spesialitas dan publisltas. 

4. Mudah serta pasti peluksanaan ekseknsinya. 

5. Mempunyai sifat yang tidak dapat dibagi-bagi yang berarti bahwa Hak 

Tanggungan membebani secara utuh obyeknya dan setiap bagiaiiDya. 

~ Indonesia, Umlong;.Undang 1ent0t1g Hak Tanggrmgan Atas Tanah Bescrta Benda-benda 
Yang f!erkaifM Dengan Tanah, Undang-undang No.4 Tahun 1996, hlm. 17. 

3 Anriz Nazaruddi.n, '"Perjanjlan Kredit", ( Makalah disampaikan pada Up Grading and 
Refrehing Course Ikatan Notaris Indonesia Sulawesi Selatan, 2006 ), him. L 

.q Indonesia, op.cit., him. 18. 
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6. Merupakan perJanJian accessoir yang bergantung pada perjanjian 

pokok. 

Obyek Hak Tanggungan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

I. Dapat dinilai dengan uang karena utang yang dijamin adalah berupa 
uang; 

2. Mempunyai sifat yang dapat dipindahtangakan karena apabila Debitur 
ciderajanji maka benda yang dijadikanjaminan akan dijual; 

3. Tennasuk hak yang didaftar menurut peraturan ten tang pendaftaran 
tanah yang berlaku karena harus dipenuhi syarat publisitas; 

4. Memerlukan penunjukan khusus oleh suatu Undang-Undang. 5 

Perjanjian Kredit dan Hak Tanggungan memungkinkan adanya 

penjaminan oleh pihak: ketiga yang menjamin pelunasan utang Debitur kepada 

Kreditur, yang disebut Penjamin. Penjamin tersebut berkewajiban 

memenuhi pelunasan utang Debitur kepada Kreditur apabila Debitur 

tidak. sanggup melunasi utangnya. Penjaminan dilakukan dengan cara 

membebankan Hak Jamioan pada obyek hak milik Penjamio sehingga 

apabila terjadi cidera janji, obyek jaminan terse but yang akan disita oleh · 

pihak Kreditur untuk pelunasan piutangnya. 

Memanfaatkan perkembangan Lembaga Jaminan Atas Tanah dan 

penjaminan oleh pihak ketiga yang dita.warkan, dalam prakteknya seeing 

ditemui para pihak yang tidak beritikad baik yang berusaha untuk memperoleh 

pinjaman kredit dari Bank dengan memberikan jaminan Hak Tanggungan 

berupa obyek Hak Atas Tanah yang bukan miliknya. Pada pelaksanaannya, 

calon Debitur tersebut biasanya dibantu oleh pihak ketiga yang bertindak 

sebagai Penjarnin dan mengaku sebagai pemilik obyek Hak Atas Tanah yang 

akan dibebankan Hak Tanggungan. Pada kenyataannya, Penjamin tcrsebut 

seringkali merupakan pihak yang sesungguhnya tidak berhak atas obyek 

5 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang 
PokokAgraria, lsi dan Pelah>anaannya, Cell,Ed.Rev,Cet.lO, (Jakarta: Djambatan, 2005 ), hlm. 
425. 
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hak atas ranah tersebUI yang mengakibatkan dirinya tidak berwenang untuk 

melakukan perbuatan hukum pembebanan hak atas obyek yang akan dijaminkan. 

Pada saat pelaksanaan pembuatan Perjanjian Kredit dan Pemberian Hak 

Tanggungan dihadapan Notaris/PPAT, pihak yang tidak beritikad baik 

mengelabui Notaris/PPAT dan pihak Kreditur dengan identitas palsu agar 

pinjaman kredit dicairl<an dan Sertipikat Hak Alas Tanah yang bukan 

merupakan haknya tersebut dapat dibabankan Hak Tanggungan sebagai jaminan 

pelunasan u1ang kepada Kreditur. Bank sebagai pihak Kreditur 

sering:kali menerima perrnohonan kredit dan obyek jaminan tersebut tanpa 

melaknkan pemeriksaan lebih mendalam sehingga teljadilalh pemberian 

pinjaman kredit kepada Debitur yang dituangkan dalam Akta Peljanjian 

Kredit yang dibuat dihadapan Notaris dan ditindaklanjuti dengan pambebanan 

Akta Pemberian Hak Tanggungan kepada Bank sebagai jaminan pelunasan 

hutang Debitur. Berdasarkan Pasal 10 ayat {2) UUHT. tala cara Pemberian Hak 

Tanggungan yang dimaksud hams memenuhi persyaratan. salalh satunya : 

"Pemberian Hak Tanggungan dilaknkan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak 

Tanggungan oleh PPAT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.,. Pasal 10 ayat (1) yang mengatur mengenai tall!. cara pemberian Hak 

Tanggungan menegaskan balhwa: 

Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan Hak 
Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang dituangkan 
didalarn dan merupakan begian tak terpisalhkan dari peJjanjian utang-piutan~ 
yang bersnngkutan atau pe~anjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut. 

Pada saat terjadi cidera janji yang berakibat pada kredit macet. 

Bank sebagai pihak Kreditur akan melakukan eksekusi Hak Tanggungan 

dengan perantaraan instansi yang berwenang. Bank akan melimpahkan kredit 

macet kepeda Panitia Pengurusan Piutang dan Lelang Negara yang 

6 Indonesia, op,cil., hlm, 5. 

1 Indonesia, ibid.. 
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akan mendatangi pemillk obyck Hak Tanggungan dengan ntembawa surat 

paksa yang menyatakan akan melelang obyek Hak Tanggungan tersebut atas 

jatuh temponya selutuh pinjaman kredit yang tidak sanggup dilunasi oleh 

Debitur. Pelelangan akan menemui hambatan, yaitu perlawanan dan 

keberatan dari pemilik sah Obyek Hak Tanggungan sebab pemilik 

yang sah merasa tidak pemah meminjam uang kepada Kreditur 

maupun membebate'<an Hak Tanggungan pada Sertipikat Hak Atas 

Tanahnya tersehut. Pemilik yang sah aknn membantah bahwa dirinya sebagai 

pihak Pemberi Hak Tanggungan. 

Menurut Soetamo, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, 

peda ayat (1) disebutkan bahwa: "Pemberi Hak Tanggungan adalah 

orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk 

melakukan perbuatan hukum terhadap obyek Hak Tanggungan yang 

bersangkutan.".' Pendapat Soetarno tersebut didukung dengan adanya 

peraturnn pada Pasal 8 ayat 2 UUHT yang mengatur bahwa, "Kewenangan 

untuk melakukan perbuatan hukum terbadap Obyek Hak Tanggungan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) barus eda pada Pemberi Hak 

Tanggungan pada saat Pendaftaran Hak Tanggungan dilakukan." 

Pemilik Obyek Hak Tanggungan yang sah sangat berkebaratan 

dan melakukan perlawanan alas tindakan pelelangan pada obyek 

Hak Atas Tanahnya, sebab: 

1. Tidak pemah memindahtangankan tanab dengan perjanjian hutang piutang 

kepada Kreditur. 

2. Tidak pemah memberikan kuasa kepada siapapun terhadap tanah tersebut 

3. Tidak pemah bertindak sebagai Penjamin hutang Debitur. 

4. Tidak pemah berhutang kepada Debitur tersebut maupun Bank. 

Bank sebagai pihak Kreditur dari kredit macet mgm memperoleh 

pelunasan piutangnya. Berdasarkan karal.'teristiknya, Hak Tanggungan 

memberikan kedudukan diutamakan bagi K.reditur pemegangnya, hal 

8 Sotamo, AspeJr;..Aspek Hulrum Perkreditan Pada Bank. ( Bandung: Alfabeta, 2003 ), 
hhn. 162. 
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tersebul didukung oleh pendapat J.Satrio:"Hak Jaminan kebendmm adalah 

hak~hak Kreditur untuk dldahulukan dalarn pengambilan pelunazan 

daripada Kreditur lainnya atas hasil penjualan suatu benda atau kelornpok 

benda lertentu yang secarn khusus diperikatkan.'19 dan oleh pendapat Sutan Remy 

Sjahdeini: 

Untuk melaksanakan kewenangan sebagai Pemegang Hak Tanggungan 
Pertama untuk menjual Objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri 
melafui pelelangan umwn serta mengambil pelunasan piutangnya dari 
nasi! penjualan tersebut, apabila Debitor cedera janji maka cukuplah 
Pemegang Hak Tanggungan Pertama itu mengajukan permohonan kepada 
Panitia Pengurusan Piutang dan Lelang Negara setempat untuk 
pelaksanuan pelelanr,an umum dalam rangka Eksekusi Objek Hak 
Tanggungan tersebut. 0 

Adanya Akta Peljanjian Kredit yang dibuat dibawah Iangan ataupun 

dibuat dihadapan Notaris dan Sertifikat Hak Tanggtulgan yang diterbitkan 

Kantor Pertanahan setempat berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan 

yang dibuat di hadapan PPAT, memberikan kedudukan diutamakan 

kepada Kreditur untuk melakukan pelelangan Obyek Jaminan yang dibebankan 

Hak Tanggungan untuk memperoleh pelunasan piutangnya, selama 

Perja.njian Kredit dan Akta Pemberian Hak Tanggungannya memenuhi ketentuan. 

yang disyaratkan o1eh peratunm perundang-undangan. 

Dari hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya maka penting untuk dikaji 

secara yuridis suatu pennasalahan yang terkait dengan "Akibat Hukum 

Pembebanan Jaminan Atas Tanah yang Dilakukan Oleh Pihak yang 1idak 

Berwenang Terbadap Akta Perjanjian Kredit". 

9' 1, Satrio, Huk:um Jruninan, Hok-hakJruninan Kebendaan, cetJV,.( Bandung; Citra 
Adilya Bakti, 2002 ), hlrn. 17, 

111 Sutan Remy Sjahdeini, Hak 10nggungan, { Bandung: Alumni, 1999), llhn. 165. 
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1.2. Pokok Permasalahan 

Berdasarkan latar be!akang pennasalahan yang telah diuraikan 

sebe!umnya, dapat dikemukakan pennasa!ahan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah akibat hukum atas pembebanan Hak Tanggungan yang 

dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang terhadap Akta Perjanjian 

Kredit? 

2. Bagnimanakah perlindungan hukum terhadap Kreditur apabi!a Debitur 

wan prestasi? 

1.3. Metode Penelitian 

Penulisan penetitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang 

bersifat yuridis normatif yang memasukkan metode wawancara, yaitu 

suatu penelitian yang dilakukan dengan penelusuran asas-asas hukum kemudian 

dibuat inrerpretasi terbadap peraturan hukum umum yang dilanjutkan dengan 

pengujian hasil interpretasi terhadap teori dan atau prinsip-prinsip hukum umum, 

Tipologi pene!itian yang dipergunakan dalam proposal pene!itian ini 

adalah: 

l. Ditinjau dari sudut sifatnya, tipologi yang dipergunakan adalah 

penelitian ekspJanatoris yang mendeskl'ipsikan secara eksplisit 

mengenai Perjanjian Krcdit, Hak Tanggungan, Akta Pemberian Hak 

Tanggungan serta syarat yang harus dipenuhi dalrun melakukan 

tindakan hukum tersebut pada kasus menurut hukum dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

2. Dit:injau dari sudut bentuknya, tipologi yang dipergunakan adalah 

penelitian preskriptif yang bertujuan untuk mencari pemecahan 

dari pennasalahan yang 

pembuatan Akta Perjanjian 

dibahas. Dalam penelitian pada 

Kredit yang obyek jaminan diberikan 

kepada Kreditur oleh pihak yang tidak berwenang untuk 

melakukan tindakan hukum atas obyek tersebut, diupayakan 
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solusi bagi kreditur untuk memperoleh pelunasan piutangnya. 

3. Ditinjau dari sudut ilmu yang dipergunakan, lni merupakan penelitian 

mono disipliner, yaitu penelitian yang menggunakan satu 

disiplin iimu, yaitu berpedoman pada Undang-tmdang Nomor 4 

Tahun I 996 ten tang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda­

benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. 

Proposal penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Data 

sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan yang terkait dengan 

materi pembuatan Perjanjian Kredit dan pembebanan Hak Tanggungan. 

Alat pengumpuian data yang dipergunakan adaiah s!udi dokumen. 

Pada studi dokumen, bahan-bahan pustaka yang digunakan adalah: 

L Sumber primer, yaitu bahan-bahan hokum yang mengikat dan berlaku 

secara menyeluruh yang berkaitan langsung dengan permasaiahan 

yang akan dianaiisa yang akan digunakan sebagai dasar hokum. 

2. Sumber sekunder, yaitu bahan hukum yang rnenjelaskan lebih lanjut 

mengenai bahan hukum primer. Dalam proposal peneJitian ini, bahan­

bahan tersebut diperoleh dari literatur-literatur dan internet yang 

berkaitan dengan permasalahan yang kemudian akan digunakan 

sebagai landasan teori. 

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode kua1itatif. 

Pendekatan kualitatif rncnghasilkan data deskriptif analitis 11
, yaitu penyajian 

yang menggarnbarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan 

dengan teori-teori hukmn dan praktek peJaksanaan hukum positif 

yang menyangkut pennasaiahan yang dianalisa. 

11 Sri Mamudji, et al., Met ode Penelithm dan Penulisan Hukum, Cet l, (Jakarta: Badan 
Pcnerbit Fakuitas Hukum Universitas Indonesia. 2005 ), hlm. 67. 
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1.4. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan sangat diperlukan da1am suatu penulisan tesis 

agar penulisan tesis ini menjadi teratur dan terarah. Sistematika dalam tesis 

ini dibagi menjadi tiga bab dan masing-rnasing bab terdiri dari sub bab 

sebagai berikut: 

BAB 1: Pendahuluan 

Bab ini mengawaH seluruh rangkaian uraurn yang meojadi gambaran 

permasalahan sebagai dasar pembahasan yang digunakan pada bab 

berikutnya. Sub bab Pendahuluan terdiri alas latar belakang permasalaban, 

pokok pennasalahan. metodologi penelitian dan sistematika penulisa.n. 

BAB II: Teori dan Anal isis. 

Bab ini berisikan 1andasan teori guna memberikan pengertian 

mengenaJ pembahasan. Pada bab ini, diuraikan pengertian Hak 

Tanggungan, Perjanjian Kredit, persyaratan Pemberian Hak Tanggungan, 

Pernberian Hak Tanggungun dan persyaratannya serta tinjawm yang 

juga menjadl dasar pada pembahasan bab selanjuinya unruk 

menjawab petmasaJahan pada tesis inL 

BAB Ill: Penutup 

Penutup yang roengakhiri seluruh rangkaian uraian dan pembahasan 

yang dituangkan dalam sub bab simpulan yang berisikan jawaban 

dari pennasalahan dan saran yang berguna unruk perbaikan di hari depan. 
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BAB2 

AKIRAT HUKUM PEMBEBANAN JAMINAN ATAS TANAH YANG 

DILAKUKAN OLEH PIHAK YANG TIDAK BERWENANG 

TERHADAP AKTA PERJANJIAN KREDIT 

2.1 Tinjauan Umum Perjanjian Kredit, Hak Tauggungan dan Sertipikat 

IhkAtas Tanah 

2.1.1. Perjanjlan Kredit 

2.1.l.l.Labirnya Perjanjian 

Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 

"Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau 

lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.". Didukung 

oleh pendapat Proresor Subekti; "Suatu Peljanjian harus dianggap lahir pada 

wak:tu tercapainya suatu kesepakatan antara kedua belah pihak."12
, 

Lahirnya suatu Perjanjian dapat didasarkan pada asas Konsensualitas. 

Konsensualitas berasal dart consensus yang berarti kesepakatan. Berdasarkan 

kesepakatao tersebut. terrnaktub suatu makna bahwa diantara 

para pihak tersebut tclah tercapai suatu persesuaian kehendak antara pihak 

yang satu dengan pihak lainnya. Asas Konsensualitas dalam hukum Perjanjian 

bermaksud menyatakan bahwa pada dasarnya suatu Perjanjian dan Perikatan 

yang tirnbul karenanya, sudah dilahirkan sejalr detik tercapainya kata sepalrat, 

yang juga berarti ·bahwa perjanjian tersebut sudah sah sejak tercapainya kata 

sepakat dan tidak diperlukan formalitas lain untuk keabsahannya. 1' 

12 Subekti, Pokok~Pokok Hukum Peniafo, ( Jakarta: PT Intennasa, 1980 ), hlrn, 138. 

u Nico .lndra Sakti, "Ka)ian Hukum Syarat-Syarat Umum Perkneditan Bank Dalam 
P,erjanjian Kredit Notarial," (Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 
Depok, 2005), hlm.27. 

11 
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2.1.1.2. Sahnya Suatu Perjanjian 

Pembuatan petjanjian melibatkan !ebih dari satu pihak mala! diantara para 

pihak yang bersangkutan haruslah tercapai persesuaian kehendak 

narnun persesuaian kehendak bukanlah satu-satunya persyaratan yang 

harus dipenuhl untuk keabsahan suatu pe!janjian. Persyaratan keabsahan 

suatu perjanjian seperti yang dituturkan oieh Anriz Nazaruddin: 

Berbicara tentang Petjanjian maka harus ditinjau pula syarat sahnya suatu 
perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 
Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: 
L sepa!<at jllereka yang ll)eng\katkan diriny:a; 
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 
3. suatu hal tertentu; 
4. suatu sebab yang halal." 

Persyaratan mengenai kecakapan pihak yang membuat peljanjian 

untuk syarat keabsahan suatu peljanjian dijelaskan lebih lanjut oleh 

Kartini: "KecakaPBn bertindak lni dalam hanyak hal berhubungan dengan ruasalah 

kewenangan bertindak dalaru hukum."15
• Profesor Subekti dalam bukunya 

menjabarkan definisi-definisi dari keempat syarat yang harus dipenuhl 

untuk keabsahan suatu perjanjian, yaitu: 

Keempat syarat sahnya perikatan yang lahir dari Perjanjian m1 dapat 
clicleftnisika.t> sebagai: 
I. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 

Kedua belah pihak dalam suatu perjanjian, harus mempunya1 
kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dan kemauan itu 
harus dinyatakan. Pemyataan dapat dilakukan secara tegas atau diam­
diam. . . . Kemauan yang be bas sebagai syarat pertama untuk 
suatu pe!janjian yang sah dianggap tidak ada jika perjanjian itu 

Depok, 2005), hlm.27. 

14 Anriz Nazaruddin, lcc..cit. 

15 Kartini, Hak. Tanggungan, (Jakarta: Kencana. 2005 ). him, 53, 
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telah terjadi karena paksaan ( dwang ), kekhilafan ( dwaling ) 
atau penipuan ( bedrog ). 
Paksaan terjadi~ jika se..~eorang memberikan persetujuannya karena ia 
takut pada suatu ancarnan. 
Kek.hilafan dapat tetjadi, mengenai orang atau rnengenai barang 
yang menjadi tujuan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. 
Penipuan terjadi, apabila salah satu pihak dengan sengaja memberikan 
keterangan-keterangan yang tidak benar, disertai dengan 
keliciknn-kelicikan, sehingga pihak lain terbujuk karenanya 
untuk memberikan perizinan. 

2. Kedua belah pihak harus cakap menurut hukum untuk bertindak 
sendiri. Beberapa golongan oleh Undang-Undang dinyatakan 
"'tidak cakap~' untuk melakukan sendirl perbuatan-perbuatan hukum. 
Mereka itu seperti orang di bawah umur, orang dibawah pengawasan 
( curate/e ) dan perempuan yang telah kawin ( pasal 1330 BW ). 

3. Yang .. diperjaqjikan dalam suatu perjanjian, haruslah. S!llltu hal. ata,u. 
suatu barang yang cukup jelas atau tertentu. Syarat ini perlu, untuk 
dapat menetapkan kewajiban si berhutang, jika teJjadi perselisiban. 
Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian, paling sedikit barus 
ditentukan jenisnya. 

4. Selanjutnya Undang-Undang menghendaki untuk sahnya suatu 
Perjanjian harus ada suatu oorzook ( causa ) yang diperbolehkan. 
Menurut riwayatnya, causa ini dimaksudkan dengan "tujuan"~ yaitu 
ape yang dikehendaki oleh kedua pihak dengan mengadakan perjanjinn itn. 
Dengan kata lain, causa bernrti: isi perjanjian itu sendiri.16 

2.1.1.3. Macam-01acam Perjanjian 

Perjanjian terdiri atas 2 ( dua) jenis dan di kelompokkan menurut karak:teristikanya, 

Jenis-jenis perjanjian dijabarkan oleh Profesor Subekti: 

Perjanjian terdiri atas 2, yaitu: 
(!) Perjanjian bemama, yaitu perjanjian yang diatur dalam Buku Ill 

BW~ seperti: 
a. jual beli; 
b. tukar menukar; 
c. sewa menyewa; 
d. perjanjian-perjanjian untuk melakukan pekeljaan; 
e. persekutuan; 

16 Subekt~ op.cit., hlm. 135. 
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f. perkumpuJan; 
g. hibah; 
h. penitipan barang; 
L pinjarn pakai; 
J- pinjam memlnjam; 
k. bunga tetap atau bunga abadi; 
I. perjanjian untung-untungan; 
m. pemberian kuasa. 
n. penanggungan 
o. perdamaian 

I~ 

(2) Perjanjian tidak bemama, yaitu perJanJlan yang tidak diatur dalarn 
Buku UI BW. muncuJ karena kebutuhan rnasyarkat, .seperti: 
a. sewa beli; 
b. anjak piutang; 
c. modal ventura. 17 

2.1.1.4. Defmisi Mengenai Perjanjian Kredit 

Terdapat beberapa pendapat pakar hukum yang membahas mengenai 

defulisi Perjanjian Kredit. Menurut Sutan Reilly Sjahdeini,»Pemberian 

la:edit dilakukan berdasarkan suatu Peljanjian Kredit yang merupakan 

kesepakatan antara Bank dan nasabahnya yang secara hukum tidak terikat 

pada suatu bentuk tertentu.''u. 

Definisi Perjanjian Kredit juga dikemukakan dalam beberapa pendapat 

para ahli, sebagai berikut: 

I. R. Subekti dalam bukunya mengemukakan bahwa:"Dalam bentuk apapun 

juga pemberian kredit itu diudakan dalam scmuanya itu, pada hak:ekatnya 

yang , terjadi adalah suatu persetujuan pinjam meminjam, sehagaimana 

diatur dalam Kitah lJndang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 sampai 

dengan Pasal 1769, Dengan melibat pendapat beliau. maka dapat 

diarnbil kesimpulan behwa pemberian kredit itu merupakan suatu 

persetujuan pinjarn meiDJnjam. Pasal 1754 Kitab Undang-Undang 

11 Subekti, Aneka Perjanjian, {Bandung: PT Ci.traAditya Bakti, 1995 ), him, I. 

111 Sutan Remy Sjahdelni, Kebebasan JJerkontrak don Perlindungan yang Seimbang Bagi 
Para Pihak Dalom Perjarljian Kndit Bank di lndonesitJ, CeU, ( lnstitut Banklr Indonesia: 1993 ), 
him. 155. 
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Hukum Perdata merumuskan persetujuan ptflJam meminjarn 

sebagai berikut: "Adaiah persetujuan dengan mana pihak yang 

satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlab tertentu barang-barang 

yang mengbabis karena pemakaian, dengan syarat babwa pihak 

yang belakangan ini mengembalikan sejumlab yang sama pula.". 

Berdasarkan ketentuan Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata secara implisit terdapat istitah Kredit namun dapatlah dlrasakan 

ndanya peristiwa hukum antara Pernberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman. 

Peristiwa hukum tersebut didasarkan pada adanya kewajiban bagi 

Penerima Pinjaman untuk mengembalikan pinjamannya pada saat yang 

telab drsepakati bersama. 

2. Drs. H.A. Cbalik dan Marhaenis Abdul Hay, mengalukan kalau 

kita perbandingkan kelima belas perjanjian kbusus yang diatur dalam 

Kitab . Undang-Undang Hukum Perdata maka pengertian Kredit. 

mendekatl pada pengertian pinjam mengganti. Dengan pendapat ini mungkin 

semakin jelas babwa pengertian Kradit yang diberikan oleh Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata adalab merupakan persetujuan 

pinjam mengganti atau pinjam :rneminjam. Dengan kata lain, 

Perjanjian Kredit identik dengan persetujuan pinjam meminjam yang diatur 

da!am Kltab Undang-Undang Hukum Perdata. 

Berdasarkan uraian yang dijabarkan di atas. dapat disimpulkan 

bahwa Kredit merupakan suatu pernberian prestasi o1eh suatu pihak kepada 

pihak lain yang membutuhkan dan oleh pihak yang menerima prestasi 

betjanji akan mengembalikan prestasi tersebut pada suatu masa tertentu yang 

ak:an datang. Kesimpulan ini memiliki persamaan dengan definisi Kredit 

menurut Undang-Undang Nomor 7 Tabun 1992 yang telab diperbaiki 

dan disempumakan dengan Undang-Undaag Nomor I 0 Tabun 1998 

Tentaag Perbaakan pada Pasal I Butir II yaag berbunyi:"Kredit adalab 

penyediaan uang alan tagihan yang dapal dipersamukan dengan itu, 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjarn-meminjarn antara Baak 
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dengan pihak lain yang mev1·ajibkan pihak peminjam untuk me!unasi 

utangnya setelah jangka waktu tetentu dengan pernberian bunga.". 

Lembaga keuangan yang memberikan kredit menurnt saluran 

formal adalah Bank dan lembaga keuangan non Ba::nk,. dimana mempunyai 

dua tujuan, yaitu: menghimpun dana dari masyarakat dan melepaskan 

kembali dana itu kepada masyarakat meialui kredit, Dengan demikian setiap 

kita berbicara mengenai kredit tidak akan terlepas darl fungsi intermediary bank. 19 

2.1.1.5.Prosedural Pemberian Kredit 

Perjanjian Kredit lahir pada saat terjadi kata sepakat,. yaitu pada 

saat pemohonan: · Debitur diterima oleh Kreditur. . yang AisahkatL 

dengan ditandatanganinya Petjanjian Kredit tersebut. Ditandatanganinya 

Perjanjian Kredit antara Kreditur dan Debitur maka Kreditur 

berkewajiban meminjantkan uang dan berhak mendapat pengernbaiian 

serta menerima piutangnya, sedangkan Debitur berhak niendapat Fasilitas 

Kredit dan mempunyai kewajiban untuk mengembelikan pinjaman dalam 

jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit tersebut 

serta mcnyerahkan jaminan pelunasan utangnya mela1ui Pemberian Hak 

Tanggungan baik oleh Debitur sendiri maupun oJeh pihak ketiga 

yang berkedudukan sebagai penjamin pelunasan utang Debitur_1n 

Permohonan kredh oleh pJhak Dehitur di!akukan melalui proses pengajuan 

kredit kepada pihak Kteditur. Sebelum memberlkan persetujuan pemberian 

ktedit, pihak Kreditur sesuai yang diarnanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, 

pada Pasal 2 disebutkan ketentuan agar pihak perbankan dalarn melekukan 

kegiatan usahanya harus berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunak.an 

19 Nico lndra Sakti, foe. cit, him. 14. 

20 Robaya Sitanggang, '''Pembebtman llak Tanggungan At as .Beberapa Hok Aras 'Ianah ( 
Haria Campur Suami lsleri, Satu Terdt(tar ALas Nama lsteri dan Lainnya Atas Nama Suami )," 
(Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hokum Univ~ Indonesia, Depok:, 2005). hlm. 31. 
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prinsip kehati-hatian ( prudential banking principle ). Pada Pasal 8 

diarahkan iebih lanjut bahwa:"Dalam memberikan kredit, Bank wajib mernpunyai 

keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Debitur untuk melunasi 

hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan." dan untuk memperoleh 

keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, Bank harus melakukan penilaian 

yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek 

usaha dari ca.lon Debitur. 

Pihak Kreditur dalam memberikan pinjaman kepada perorangan 

atau perusahaan, Kreditur tersebut membutuhkan penilaian kredit dalam 

bentuk analisis kredlt untuk membantu menentukan resiko yallg ada atau 

yang munglcin terjadi .. dari .. pinjaman yang diberikan .Serta croditworthineS$. 

dari calon Debitur dengan usaha preventif. Untuk itu, analisis kredit amat 

penting sebab barguna untuk: 

I. Menentukan berbagai resiko yang akan dibadapi oleh Bank dalam 

memberikan kredit kepada pihak Debitur. 

2. Mengantisipasi kemunglcinan pelunasan kradit tersebut karena Bank 

telah mengetahui kemampuan pelunasan melalul analisis cashj/ow 

usaha Debitur. 

3. Mengetahui jenis Kredit, jumlah kredit dan jangka waktu kredit yang 

dibutuhkan oleh usaha Debitur, sehingga bank dapat melakukan 

penyesuaian dengan struktur dana yang dipersiapkan untuk digunakan. 

4. Mengetahui kcmarnpuan dan kemauan Debitur untuk melunasi 

kreditnya, baik dari sumber pelunasan primer maupun sekunder. 

Setelah melalui prosedur pengajuan kredit kepada pihak 

Kreditur, kemudian ditindak.Janjuti dengan pelaksanaan proses anaiisis 

pemberian kredit terbadap permohonan kredit yang diajukan oleh pihak 

Debitur. Beberapa tahap yang dilakukan dalam proses tersebut, sebagai berikut: 

L Tahap sebelum pemberian kredit diputuskan oleh Bank, yaitu tahap 

Bank mempertimbangan permohonan kredit caJon nasabah Debitur, 

yaitu tahap analisis pembarian kredit. 

2. Tahap setelah kredit diputuskan pemberiannya dan penuangannya 
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dalam perjanjian k.redit, yaitu tahap pembuatan perjanjian kredit. 

3. Tahap setelah Perjanjian Kredit ditandatangani oleh kedua belah pihak 

dan selama kredit itu digilllakan oleh Debitur sampai jangka waktu 

kredit belwn berakhir, yaitu tahap pengawasan dan pengamanan kredit 

atau tahap pemantauan dan pengamanan kredit?1 

Instrumen analisis kredit yang dipergunakan oleh lembaga perbankan adalah 

The Five CS of Credit Analysis yang disebutjuga dengan "Prinsip 5 C". 

Prinsip 5 C tcrsebut meliputi 5 asas, yaitu: 

1. Character 

Adalah adanya keyakinan dari pihak Bank bahwa calon Debitur 

. rn,empu,.ny~i. mo~al, _wa~ ataupun sif~t _yap.g _d!J.pat _c;lipe_rcaya, h~ ini terc:e~. 

dari Jatar beJakang Debitur, baik yang bcrsifat Jatar beJakang pekerjaan 

maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup yang 

dianut dalam keluarga. Oleh karena itu petugas Bank mengadakan penyelidikan 

secara· mendalam dengan jalan mehcari infonnasi dari orang;;orang yang 

berada dalam lingkungan pergaulannya dan hal tersebut akan sangat 

berpengaruh pada peJunasan kreditnya.22 

Dalam menentukan karakter, Debitur harus mampu menunjukkan kepada 

Bank bahwa 1a adalah orang yang JUJur dan dapat diand.alkan. 

Untuk itu dibutuhkru.1 track record dari yang bersangkutru.1. Tentu saja 

muuk melakukan hal ini .sangat sulit. Di Australia infonnasi semacam itu 

dapat didapatkan pada biro kredit, seperti Credit Reference Association 

of Australia, Ltd. ("CRAA"). Di Indonesia informasi tersebut dapat 

diperoleh melalui system informasi krcdit yang dimiliki Bank Indonesia 

namun karena tidak adanya sistem "kenai diri" yang berlaku nasional 

21 Emilia Retno Trahutami Sushanti, "Ana/isis Yuridis Kasus Urang Piutangyang 
Berakibat Pada Kedudukan Bank (Kreditm) Selaku Pemegang Hak Tanggungan (Ana/isis 
Putusan Makhamah Agung Repub/ik Indonesia No. /40/ K/Pdt/2003 )," (Tesis Magister 
Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Depok, 2008), him. 15. 

22 "Analisa Kredit Dengan 5 C," < http:l/74./25./53.132/search?q=cache.ypTnABYn­
BKkJ:raimondjloralamandasa.blogspot.com/2008/12/analisa-kredit-dengan-5-c-olehraimond­
.htm/+ana/isis-+ 5+c&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>, 18 Juni 2009. 
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sehingga seorang dapal memiliki idcntitas diri lci.Jih dari salu yang menyebabkan 

informas: tersebut seringkali tidak akuraL23 

2. Capacity ( kemampuan) 

Merupakan gambaran mengenai kemampuan eaton Debitur untuk 

memenuhi kewajiban-kewajibarmya, kemampuan Debitur untuk mencari dan 

mengkombinasikan resources yang terkait dengan bidang ustilia1 

kemampuan memproduksi barang dan jasa yang da.pat memenuhi tuntutan 

kebutuhan konsumenlpasar. Disamping itu juga kemampuan untuk mengantisipasi 

variabel dari cashjlow usaha, seltingga cashjlow tersebut dapat menjadi 

},;umber .P_eluna.s_an .lq'_~dit yang u~<ct. _ &esuai dengan _jadw~ y~g ~~~~ 

disetujui bersama. 

3. Capital (modal ) 

Penilaian pada aspek ini diil.tahkan pada "konrlisi keuangan nasabah, yang 

tetdiri dari alctiva lancar ( current assets) yang tertanam dalam bisnis 

dikurangi dengan kewajiban lancar ( current liabilities ) yang disebut 

dengan modal kerja ( working capital ) dan modal yang tertanam pada 

nktiva jangka panjang dan aktiva Iain-lain. Analisis kapital itu dimaksudkan 

untuk menggambarkan struktur modal ( capital structure ) Debitur, sehingga 

Bank dapat melihat m.odal Dcbitur sendiri yan.g tenanam pada bisnisnya 

dan berapa jumlah yang berasal dad pihak lain ( Kreditur dan supplier ). 

Bank harus rnengetahui "debt to equity ratio". yaitu berapa besarnya 

seluruh hutang Debitur dibandingkan dengan seluruh modal dan cadangan 

perusahaan serta likuiditas perusahaan. 

4. Collateral (jaminan) 

Collateral adalah jaminan kredit yang mempertinggi tingkat keyakinan 

bank babwa Debitur dengan bisnisnya mampu melunasi kredit, dimana agunan 

n "Kebijakan Pengembangan Lembaga Penjaminan Kredit di Indonesia," <http.·/!74.125-
.153. 1 J2/search?q=cache.:cAv034{LJr.CI!.J:agwtrQ:ono.files. wordprcss.com/2007/06/lempenkredit 
_zulkarnain-sitompuf.pdf+prinsip+5c&cd=3&hl""id&ct=clnk&gl""'id>, i5 Juni 2009. 
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ini berupa jaminan pokok maupun jaminan tambahan yang berfungsi 

untuk menjamin pelunasan utang jika temyata dikemudian hari debitur 

tidak melunasi utangnya. Debitur menjanjikan akan menyerahkan sejumlah 

hartanya untuk pelunasan utang menurut ketentuan perundang-undangan 

yang berlaku, apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan 

pembayaran utangnya. Jaminan tambahan ini dapat berupa kekayaan 

milik Debitur atau pihak ketiga. 

5. Condition of Economy ( kondisi ekonorni) 

Kondisi yang mempersyaratkan bahwa kegiatan usaha Debitur mampu 

mengi_ku~. fl~~¥1 eko_oomi: -~k dalam n~g.~_d ~upun -~~ _negeri. dan_,. 

usaha masih mempunyai prospek kedepan selama kredit masih dinikmati 

Debitur. Termasuk juga analisis terbadap kernampuan usaha Debitur 

dalam mengbadapi situasi perekonomian yang mungkin tiba-tiba berubah 

diluar dugaan semula. 24 

Selain Prinsip 5 C tersebut dapat juga diterapkan primip 5 P's yang 

terdiri atas: 

a. Par(Y (para pihak ); 

b. Purpose ( tuj uan ); 

c. Payment ( pembayaran ); 

d. Profitubility ( perolehan laba ); 

e. Protection ( perlindungan ).:'5 

2.1.2 Hak Tanggungan 

2.1.2.1. Tinjauan Mengenai Hak Tanggungan 

Berdasarkan Pasal I angka (I) UUHT, dijelaskan pengertian 

Hak Tanggungan sebagai berikut: 

u "Analisa KreditDeogan :5 C," op.cil. 

15 Emilia Retno lrahutami Sushanti, Joe, cit, him. 17. 
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Yang dirnaksud dcngan Hak Tanggungan adalah Hak Jaminan 
yang dibebankan pada Hak Atas Tanah sebagaimana yang dirnaksud 
dalarn Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 
Dasar Pokok-Pokok Agrnria berikut atau tidak berikut Benda-benda 
lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk petunasan 
hutang tertentn, yang memberikan kedudukan yang diutamakan 
kepada Kreditnr tertentu terhadap Kreditur-Kreditur lainnya. 

Berdasarkan Pengertian Hak Tanggungan yang disebutkan pada Pasal 

l angka (I) UUHT terse but, terdapat beberapa unsur pokok Hak Tanggungan, 

yaitu: 

L 

2. 

3. 

Hak Tanggungan adalah Hal< Jamimm untuk pelunasan ;!tang. 

Obyek Hak Tanggungan adalah Hak AtasTanah sesuai UUPA; ·' 

Hak Tanggungan dapat dibebaakan atas tanahnya ( Hak Atas Tanah) 

saja, tetapi dapat pula dibebanl<ml berikut benda-benda lain yang 

merupakan satn kesatnan dengan tanah itn. 

4. Utang yang dijaminkanharus suatu utang tertentu. 

5. Memberlkan kedudukan yang diutamakan kepada Kreditor tertentu 

terhadap Kreditor-I<reditor 1ain.26 

Hak Tanggungan didukung oleh beberapa asas yang membedakan 

Hak Ta.nggungan dari jenis dan bentuk jaminan-jaminan ulang yang lain. 

Asas-nsas tersebut tersebar dan diatur daiam berbugai pasal UUHT, sebagni 

berikut: 

I. Asas Droit de Preftrence 

Dari definisi Hak Tanggungan yang disebutkan dalam Prrsal 1 angka (1) 

UUHT, bahwa Hak Tanggungan rnemberikan kcdudukan 

yang diutamakan kepada Kreditur Pemegang Hak Tanggungan 

rerhadap Kreditur-Kreditur lain. 

Pada angka 4 Pe'\ielasan Umum UUHT dijelaskan bahwa yang 

dimaksud dengan memberikan kedudukan diutarnakan kepada Kreditur 

26 Sutan Remy Sjahdeini, .flak Tonggungan, Asas-Asas, Kete.ntuan Pokok Dan Masalah 
Yang Dihadapi 0/eh Perhat:kan ( Suatu Kvjian Mengenoi Undang-Umiong Hak Trmggungcm ), 
Cet.l, ( Bandung' Alumni, 1999 ), blm. lL 
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tertentu terhadap Kreditur lain adalah: 

Bahwa jika Debitur cidera janji, Kreditur Pemegang Hak Tanggungan 
berhak menjual melalui pelelangan umum tanah yang dijadikan 
jarninan menumt ketentuan peraturan perundang~undangan 

yang bersangkutan, dengan hak mendahului daripada Kreditur­
Kreditur yang lain. Kedudukan diutamakan tersebut sudah bar!llg 
tentu tidak mengurangi Preferensi piutang-piutang Negara menurut 
ketentuan hukurn yang berlaku. 

Perihal ddera janj inya Debitur dan hak istimewa untuk mendahului dalam 

pelunasan piutang Kreditur dijabarkan lebih lanjut pada pasal UUHT. Hal tersebut 

juga dapat dijtunpai dari ketentuan Pasal 20 ayat (I) UUHT yang berbunyi 

' sebagai berikut:' ••' •. ' ' . ' 

Apabila Debitur cidera janji, maka berdasarkan: 
a. Hak Pemegang Hak Tanggungan Pertama untuk menjual Objek Hak 

Tanggungllll sebagaimana dima)<suddalam Pasal 6, atau; 
b. Titel eksekutorial yang terdapat dalarn Sertipikat Hak Tanggungan 

sebagaimana dimalcmd dalam Pasal 14 ayat (2) objek Hak Tanggangan 
dijual melalui pelelangan umum menurut cora yang ditentukan dalam 
peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang Pemegang Hak 
Tanggungan dengan hak mendahulu dari pada Kreditur-Kreditur lainnya. 

2. Asas Hak Tanggungan Tidak Dapat Dibagi-bagi Kecuali Diperjanjikan 

Loin Dalam UUHT, 

Berdasarkan Pasal 2 ayat (!) UUHT bahwa Hak Tanggungan 

mempunyai sifat yang tidak dapat dibagi-bagi, artinya Hak Tanggungan 

rnembebani secara utuh obyek Hak Tanggungan dan setiap bagian 

daripadanya. Dengan dilunasinya sebagian dari utang yang dijamin, tidak 

berarti terbebasnya sebagian Objek Hak Tanggungan, melainkan Hak 

Tanggungan tetap melekat dan membebani seluruh objek Hak Tanggungan 

untuk sisa utang yang belum dilunasi. Ketentuan tersebut diatur dalam 

PenjelasanPasal 2 ayat (I) UUHT. 

Berdasarkan Pasal 2 ayat (I) dan (2) UUHT, sifat tidak dapat dibagi-

baginya Hak Tanggungan, dapat dikesampmgkan oleh para pihak 
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dengan memperjanjikannya dalam APHT. Penyimpangan itu hanya dapat 

dilakukan sepanjang: 

a. Hak Tanggungan itu dibebankan kepada beberapa Hak Atas Tanah. 

b. Pelunasan utang dilakukan dengan cara angsuran yang besamya 

sarna dengan nilai masing~masing Hak Atas Tanah yang mcrupakan bagian 

dari Obyek Hak Tanggungan, sehingga kemudian Hak Tanggungan 

itu hanya membebani sisa Obyek Hak Tanggungan untnk menjamin 

sisa utang yang belum dilunasi. 

3. Asas Perjanjian Hak Tanggungan Merupakan Perjanjian Accessoir 

A.sas fe_Jjanjja,n Ha_!< Tq.nggungan adalah.merupakan. .perjanjian .. accessoir, . 

deruikian berdasarkan Pasa!IO ayat (I) dan Pasall8 ayat {I) UUHT, yaitu karena: 

a. Pasal 10 ayat (I) UUHT menentukan bahwa peljanjian untuk 

memberikan Hak Tanggungan merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari peljanjiari · utarig-piutang yang bersangkutan · 

atau perjaujian lain yang menimbulkan utang tersebut. 

b. Pasal 18 ayat (I) huruf a, menentukan Hak Tanggungan hapus 

karena hapusnya utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan. 

Peljanjian Hak Tanggungan ada karena adanya perjanjian pokok, 

yaitu Perjanjian Utang-Piutang, jadi bukan perjanjian yang berdiri sendiri, 

yang artinya Perjanjian Hak Tanggungan tidal<. akan ada apabi!a lidak didahubll 

oleh perjanjian pokok atau induknya~ yaitu Perjanjian Utang~Piutang. 

Perjanjian Utang-Piutang tersebut boleh secara notariH ataupun dibuat secara 

dibawah tangnn antara Kreditur dan Debitur, tergantung pada ketentuan 

hukum yang mengatur materi perjanjian itu. 

4. Asas Hak Tanggungan Dapat Dijadikan Jaminan Untuk Hutang Yang 

Baru AkanAda 

Berdasarkan Pasal 3 ayat fl) UUHT, Hak Tanggungan dapat dijadikan 

janrinan untuk: 

a. Utang yang telah ada; 
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b. Utang yang belum ada, tetapi telah diperjanjikan sebelumnya 

dengan jaminan tertentu, misalnya utang yang timbul dari pembayaran 

yang dilaltukan oleh Kreditur untuk kepentingan Debitur dalam 

rangka pelaksanaan Bank Garansi; 

c. Ulang yang baru akan ada kemudian tetapi telah dipeijanjikan 

sebelumnya dengan jumlah yang pada saat permohonan Eksekusi 

Halt Tanggungan diajukan dapat ditentukan berdasarkan perjanjian 

utang piutang atau perjanjian lain yang menimbulkan hubungan 

utang piutang yang bersangkutan. 

Dengan demikian utang yang dijamin dengan Halt Tanggnngan 

. dapat bempa utang yang sudah.ada maupun yang belum ada saat dilaksanakannya 

PeJjanjian Hak Tanggnngan, dan utang yang akan ada dikemudian hari, altan 

tetapi hal tersebut harus telah diperjanjikan sebelumnya. 

5. ASas DrOit D6 SUite 

Pasal 7 UU!IT menetapkan asas, bahwa Hak Tanggnngan tetap 

mengikutl obyeknya dalam Iangan siapapun obyek ten;ebut berada. 

Dengan demikian Hak Tanggungan tidak akan hapus sekalipun objek 

Hak Tanggungan itu beralih pada pihalt lain oleh karena sehab apapun 

juga. Berdasarkan asas ini, Pemegang Hak Tanggungan akan selalu 

dapal rnelaksanakan haknya dalam tangan siapapun benda itu berada, 

jika Debitur cidera janji. Dengan adanya asas ini jelas bahwa Hak Tanggungan 

merupakan halt kebendaan yaitu suatu hak mutlak yang dapat 

diperlahankan terhadap siapapun yang menggangu hak tersebut. 

Asas atau sifat Hak Tanggungan yang demlkian inilah yang 

mernberikan kepastian kepada Kraditur mengenai beknya untuk mernperoleh 

pelunasan dari basil penjualan atas tanah atau hak atas tanah yang menjadi 

Obyek Hak Tanggungan tersebut apabila Debitur cidera janji, sekalipun tanah 

atllu Hak Atas Tanal1 yang menjadi obyek Hak Tanggnngan tersebut dijual 

kepada pihak ketiga oleh pemilik yang merupaltan pemberi Hak Tanggnngan. 
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6. Asas Hak Tanggungan Hanya Dapat Dibebankan Atas Tanah yang 

Tertentu 

Pasal 8 dan Pasal 11 ayat (l) huruf e UUHT menentukan bahwa 

Pemberi Hak Tanggungan haros mempunyai kewenangan untuk 

melakukan perbuatan hukum terhadap Obyek Hak Tanggungan yang bersangkutan 

dan kewenangan tersebut harus ada pada saat Pendaftaran Hak 

Tanggungan dilakukan. Ketentuan ini dapat terpenuhi jika Obyek Hak 

Tanggungan telah ada dan telah tertentu pula tanah yang mana. 

Ditentukan pada Pasal 11 ayat (!) huruf e UUHT bahwa di dalam 

Akta Pemberian Hak Tanggungan wajib dicanturnkan uraian yang jelas 

mengl'fllli ~byek Hak. Tanggungan, artinya . ila!lwa .. tida'<!all .. mUJ1gkin 

untuk memberikan uraian yang jelas apabila objek Hak Tanggungan belum ada 

dan belum diketahui cirri-cirinya. Kata-kata '\uaian yang jelas mengenai obyek 

Hak Tanggungan" yang disebut pada Pasal 11 ayat (!) huruf e UUHT 

ini menunjukkan bahwa obyek Hak Tanggungan harus secara spesiftk 

dapat ditunjukkan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkntan. 

Pada Pasa! ter.;ebut diatur bahwa sepanjang dibebankan atas benda" 

benda yang berkaitan dengan tanah tersebut, Hak Tanggungan dapat 

dibebankan atas benda-benda yang berkaitan dengan tanah tersebut yang 

baru akan ada tapi harus telah dipetjanjikan terlebih dahuJu secara tegas, 

asas spcsialitas uu tidak berlaku sepanJang mengenai benda-benda yang 

berkaitan dengan tanah, 

7. Asas Publisitas Pada Hak Tanggungan 

Asas mutlak lahirnya Hak Tanggungan dan mengikatnya Hak 

Jaminan terhadap pihak ketiga adalah dengan jalan rnendaftarkan Pemberian 

Hak Tanggungan pada Kantor Badan Pertasalnm setempat sesuai letak tanah 

yang dibebankan Hak Jaminan tersebut. Pendaftaran Hak Tanggungan 

bersifat terbuka untuk umum sehlngga pihak ketiga dapat mengetahui 

paribal Pembebanan Hak Tanggungan pada HakAtas Tanah tersebut. 
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Asas pubiisitas diatur pada Pasal 13 ayat (I) UUHT yang 

menentukan bahwa Pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada 

Kantor Pertanahan seternpat sesuai letak tanah serta pada Penjelasan pasal tersebut 

ditentukan bahwa Pendaftaran Hak Tnnggungan merupakan syarat mutlak labir 

dan mengikatnya Hak Tanggungan terbadap pihak ketiga. 

8. Asas Obyek Hak Tanggungan Tidak Dapat Diperjanjikan Untuk 

Dimiliki Langsung Oleh Pemegang Hak Tanggungan Apabila Debitur 

Cidera Janji 

Janji untuk memberikan kewenangan kepalla pemegang Hak Tanggungan 

, ... untuk . .mernilil!:l .Qbjek Hak. T~ ,apabila Debil:tlr. c[dera janjL b!ltal . 
demi hukurn menurut ketentuan Pasal 1178 Kitab Undang-Undang Hukurn Perdata. 

Ketentuan tersebut berguna untuk melindungi kepentingan Debitur dan 

Pemberi Hak Tanggungan lainnya yang pada umunuaya berada sebegai pihak 

yang berkedudukan · lemah di!arn p"<ianjian. Pibak Debitur pada · \llnUI'nnya 

sangat membutubkan pinjarnan !credit dari Kreditur sebingga terpaksa 

menerima janji atau persy-persyaratan yang berat sebelab dari pihak 

K.reditur. Dengan adanya ketentuan tersebut, apabila Debitur cidera janji rnaka 

tidak dengan serta merta Pemegang Hak Tanggungan menjadi pemilik dari 

Obyek Hak l'anggungan tersebut Ketentuan ini diatur dalam Pasal 12 UUHT. 

9. Asas Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan Mudab dan Pasti 

Berdasarkan Pasal 6 UUHT menentukan babwa apabila Debitur cidera 

janji maka pemegang Hak Tanggungan Pertama me:rnpunyai hak untuk menjual 

obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan urnurn 

serta mengambil pelunasan piutangnya dari basil penjualan tersebut. Pasal 

ini memberikan hak kepada Pemegang Hak TanggWlgan atau pemegang 

Hak Tanggungan Pertama dalam hal terdapat lebih dari seorang Pemegang 

Hak Tnnggungan, untuk melukukan parate eksekusi yang berarti bahwa 

pemegang Hak Tanggungan disarnping tidak dibutubkan untuk 

memperoleh persetujuan dari Pemberi Hak l'anggungan, juga tidak 
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perlu memohonkan penetapan dari Pengadilan Negeri setempat untuk 

melakukan eksekusi obyck Hak Tanggungan apa.bila Debitur cidera janji. 

Pemegang Hak Tanggungan dimungkinkan untuk langsung memohonkan 

kepada Kepala Kantor Lelang untuk melakukan pelelangan atas obyek 

Hak Tanggungan te<Sebut. 

Hak untuk rnenjual Obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan 

sendiri merupak:an salah salu perwujudan dari kedudukan diulamakan yang 

dimiliki oleh Pemegang Hak Tanggungan atau Pemegang Hak Tanggungan 

Pertama apabila terdapat lebih dari seorang Pemegang Hak Tanggungan, 

Sebagai tanda bukti Pembebanan Hak Tanggungan pada suatu Hak 

, Atas 1\mah maka ,Kantor_ , Pertanahan setempat ,menerbitkan Sertipikllt __ _ 

Hak Tanggungan yang memuat irah-irah "Derni Keadilan Berdasarkan KeTubanan 

Yang Maha Esa", Irah-irah tersebut dimaksudkan untuk menegaskan 

kekuatan eksekutorial yang terkandung dalam Sertipikat Hak Tanggungan tersebut, 

sejrerti 'halnya 'parla sUaiu putusan pengadilan yang telah mernperoleh 

kekuatan hukum tetap sehingga dapat dilakukan eksekusi tanpa melalui prosedm 

gugat menggugat terhadap obyek yang dibebankan Hek Tanggungan 

apabiia Debitur cidera janji.:n 

2.1.2.2. Subyek Hak Tanggungan 

Definisi mengenai Subyek Hak Thnggungan dan siapa saja yang merupakan 

Subyek Hak Tanggungan dijabarkan oleh Soetarno sebagai berikut: 

Subyek hak tanggungan yang dimaksudkan sebagai Pemberi 
Hak Tanggungan adalah orang-orang atau badan hukum mempunyai 
kewenangan untuk melakukan parbuatan hukum terhadap Obyek 
Hak Tanggungan, jadi Pemberi Hak Tangg1mgan adalah Pemilik Hak 
Atas Tanah atau Pernilik Hek Atas Tanah berikut bangunan yang ada 
di aUis tanah itu. Hanya orang atau pernilik tanah saja yang 
berhak menjaminkan dengan memberikan Hek Tanggungan." 

17 Rohaya Sltanggang, Joc.cil, him. 13. 

13 Sotamo, op.r::it. 
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Pasal 8 ayat (I) UUHT mengatur bahwa: "Pemberi Hak 

Tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai 

kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terbadap Obyek 

H'lk Tanggungan yang bersangkutan.". Dijabarkan lebih lanjut pada Pasal 8 

ayat (2) UUHT. "Kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum 

terhadap Obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) barus 

ada pada Pemberi Hak Tanggungan pada saat Pendaftaran Hak Tanggungan 

dilakukan." sebab Hak Tanggungan baru lahir pada saat didaftarkan 

sehingga kewenangan tersebut harus ada pada Pemberi Hak Tanggungan pada 

saat tersebu;. .Pidukung oleh pendapat Karfu;;i: . "Papal .. saia . $eSeqrang • y,ang 

cakap bertindak dalarn hukum tetapi tidak berwenang untuk melakUkan 

suatu perbuatan hakum:"• 

Mengena.i pihak yang tidak cakap, Pasal 1330 Kitab Undang-Undang 

Hnkum Perdata menerahgkan · bilhwa:"Tak cakap untuk membuat · suatu 

peljanjian adalah: 

a. Orang-orang yang belum dewasa; 

b. Mereka yang ditaruh di bawah pengarnpuan; 

c. Orang·orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang­

Undang, dan pada urnumnya semua orang kepada siapa Undang­

Undang lelah melarang membuat perjanjian~perjanjian tertenlu. ''. 

Dalam bal pemberian Hak Tanggungan, diatur bahwa yang 

berwenang untuk memberikan Hak Tanggungan atas objek yang 

akan dibebankan jaminan tersebut adalah Pemilik Objek Hak Tanggungan 

yang namanya tercatat dalarn Sertipikat Hak Alas Tanah yang dikeluarkan 

oleh Kantor Pertanahan setempat letak tanah berada. 

Sertipikat memiliki banyak fungsi bagi pemiliknya. Fungsi utama 

dan terutama dari sertipikat adaleh sebagai alat bukti yang kuat, 

demikian dinyatakan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang 

" K~ ... · . , Q.l>lnl, op,ctt. 
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Pokok Agraria. O!eh sebab itu, s1ap:apun dapat dcngan mudah 

mernbuktikan dirinya sebagai Pemegllilg Hak Atas Tanah bila telah 

jelas namanya tercantum dalam sertipikat tersebut, selain itu selanjutnya 

dapat membuktikan mengenai data fisik dari tanahnya itu misaJnya luas, 

batas-batas maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan bidang 

tanah dimaksud. Apabila dikemudisn hari terjadi tuntutan hukum di 

Pengadilan mengenai hak kepemilikan atau penguasaan atas tanah maka 

semua keterangan yang dimuat dalam Sertipikat Hak Atas Tanah itu mempunyai 

kekuatan pembuktian yang kuat dan karenanya hakim harus menerima 

sebagai keterangan-keterangan yang benar, sepanjang tidak ada bukti lain 

. yang_mengingkarinya atau.m~.rnbuktik<lfl seba]iknya.~ . ' . . 

2.1.2.3. Obyek Hak Tanggnogan 

Berdasru:klm Pasal 4 ayat (I) · UUHT, yang · dimakSud dengan Obyek 

Hak Tanggungan adalah: "Hak Atas Tanah yang dapat dibebani Hak 

Tanggungan adalah 

a. Hak Milik; 

b. Hak Guna Usaha; 

c. Hak Guna Bangunan." 

UUHT mengatur bahwa selain ketiga hak atas tanah yang lerscbut di alas. 

Hak Pakai atas Tanah Negara juga merupakan salah satu Obyek Hak Tanggungan 

yang didasarkao atas sifatnya yang dapat dipindahtanganklm dan wajib 

didaftarkanj seperti yang ditegaskan pada 2 { dua ) unsur pokok yang harus 

dipenuhi oluh Hak Atas Tanah agar dapat dijadiklm sebagai Obyek Hak 

Tanggungan, sebagai berikut: 

1. Hak Atas Tanah tersebut sesuai dengan ketentuan yang berJaku, 

wajib didaftarkan di Kantor Pertanahan setempat untuk memenuhi 

asas publisitas Pendaftaran Tanuh; 

lt> "Sertifikat SebagaiAlat.Bukti-HakAtasTanah." <http~llraimondflaralamandasa.­
blogspot.com 12D08105/serl ifikat~sebagai-alnt-bukli-hak-atas,html>, 18 Juni 2009. 
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2. Hak tersebut menurut sifatnya. dapat dipindahtangankan. 

Berdasarkan Pasal 27 UUHT maka Rumah Susun dan Hak Milik Atas 

Satuan Rumah Susun juga merupakan obyek dari Hak Tanggungan. 

2.1.2.4. Syarat Pemberian Hak Tanggungan 

Berdasarkan Pasa110 UUHT tala cara Pemberian Hak Tanggungan diatur sebagai 

berikut; 

1. PemberiAn Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan 
Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang 
ditiumgkan · di ·dalarn · dan · merupakan bagian talc · terpillllhkan dari · 
pe!janjien utang-piutang yang bersangkutan atau pe!janjian lainnya 
yang menimbulkan utang tersebuL 

2. Pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan pembuatan Akta 
Pemberian Hak Tanggungan oleh PPAT sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

3. Apabila Obyek Hak Tanggungan berupa Hak Atas Tanah yang berasa! 
dari konver:si hak lama yang telah memenuhi syarat untuk didaftarkan 
akan tetapi pendaftarannya helum dilakukan, pemberian Hak 
Tanggungan dilakukan hersaraaan dengan permohonan Pendaftaran 
Hak Alas Tanah yang bersangkutan. 

2.1.2.5. Prosedur Pcmbebanan Hak Tanggungan 

Berdasarkan Pasal I 0 ayat (1) UUHT. pemherian Hak 

Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan Hak Tanggungan 

sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang dituangkan dalam dan 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian utang-piutang 

atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut. 

Berdasarkan dari ketentuan pasal tersebut, Hak: Tanggungan 

bersifat accessoir , arttnya pemberian Hak Tanggungan hanya rnerupakan 

perjanjian ikuJan dari perjanjian pokokoya sehingga tanpa ada perjanjian 

pokok, tidak mungkin lahir pemberian Hak Tanggungan. Pemberian 

Hak Tanggungan tidak dapat berdiri sendiri. 
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Pemberian Hak Tanggungan didahului oleh pembuatan dan 

penandatanganan Pe!janjian K.redit yang lahir pada saat terjadi kata sepakat 

antara Debitur dengan Kreditur yang dituangkan dalam Alcta Perjanjian 

Kredit. Penandatangan Perjanjian Kredit menimbulkan hak dan kewajiban 

kepada pibak Kreditur dan Debitur. Sebagai jarninan pelunasan utang, 

diberikan jaminan kepada pihak Kreditur berupa pemberian Hak Tanggungan 

yang dapat diberikan oleh pihak Debitur sendiri rnaupun oleh pihak ketiga 

yang bertindak sebagai penjamin hutang Debitur. 

Perjanjian Kredit dapat dibuat dengan akta otentik maupun akta di 

bawah tangan. Adanya utang yang dijamin merupakan syarat mutiak bagi 

lahirnya Hak 1anggungan yang berd"'!!'J:kan P"'.>;ti ~- UUHT dapat be'!lpa: 

a. Utang yang telah ada. 

b. Utang yang telah dipeljanjikan denganjwnlah tertentu. 

c. Utang yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang pada saat 

perinohonan EksekuSi Hak Tanggungan diajukan ditentukan 

berdasarkan perjanjian utang piutang atau perjanjian lain yang 

menimbulkan hubungan utang-piutang. 

d. Utang yang berasal dari suatu hubungan hokwn. 

c. Satu atau 1ebih utang yang berasal dari beberapa hubungan hukum. 

Pembuatan perjanjian pokok ditindaklanjuti dengan pemberian 

Hak Tanggungan yang dituangkan dalam APHT yang dlbuat oleh PPAT. 

Tahap-tahap yang hams dilakukan, scbagai berikut: 

1, Tahap Persiapan 

Pada tabep ini, PPAT barus melakukan beberapa hal, sebagai berikut: 

a. Meminta Sertipikat obyek yang akan dibebani Hak Tanggungan 

guna pengeceksm rertulis, distempal pada Krmtor Pertanahan setempat 

mengcnai kesesuaian Sertipikat Hak Atas Tanah atau Hak Milik 

Atas Satuan Rwnah Susun dengan daftar yang ada pada Kantor 

Portanahan tersebut. Pengecekan ini berguna untuk 

mengetahui mengenai keabsahan Sertipikat dan kepemilikan tanah 

atas Sertipikat, izin-izin yang mungkin diperlukan dari pihak 
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yang berwenang clan kernungkinan adanya sengketa atas tanah 

tersebut yang sedang berada dalam proses Pengadilan 

serta kemungkinan adanya pemblokiran!pencegahan Sertipikat 

oleh pihak ketiga. 

b. Meminta data identitas dan dokumen pendukung lainnya dari 

para pihak yang terlibat dalarn pembuatan akta tersebut. Hal 

ini berguna untuk mengetahui para pihak yang wajib hadir dhadapan 

PPAT guna pembuatan dan penandatangan akta. 

2. Pembuutan APHT 

Pem~ua.tan . A!'H:r .. harus dih~diri. Ol\'11. para pihak )lang bertindak 

dalarn perbuatan hukwn yang dhnaksud, yaitu: 

a. Pihak Pemberi Hak Tanggungan; 

b. Pihak Penerima Hak Tanggungan atau kuasanya yang diberikan 

kuasa ·dengan surat kuasa tertulis sesuai yang disyaratkan oleh 

peraturan perundang-undangan. 

Pembuatan APHT harus dihadiri oleh 2 ( dua ) orang saksi. Para 

saksi harus memenuhi ketentuan yang diisyaralkan peraturan perundang­

undangan untuk sahnya kedudukan seseorang sebagai seorang 

saksi. Apabila Hak Tanggungan dibebankan alas bangunan atau 

benda-benda Iain dialas tanah yang bukan milik Pemberi Ha:k Tunggungan 

maka_ ~emilik benda-benda tersebut juga ikut menandatangani APHT 

dan juga berkedudukan sebagai Pernberi Hak Tanggungan. 

Pl'AT diwajibkan untuk membacakan isi akta dihadapan para pihak 

dan saksi-saksi serta rnenjelaskan isi dan maksud pembuatan aida 

dan prosedur Pendaftaran tersebut sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Syarat keabsahan APHT 

ditentukan pad a Pas a! 11 ayat (1) UUHT, bahwa di dalam APHT 

wajib dicantumkan: 

a. nama dan identitas Pemegang dan Pernberi Hak Tanggungan; 

b. · domisili para pihak Pemberi dan Penerima Hak Tanggungan; 
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c. penunjukan secara jelas utang atau utang-utang yang dijamin 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 10 ayat (I~ 

termasuk juga nama dan identitas Debitur yang bersangkutan apabila 

Pemberi Hak Tanggungan bukan Debitur; 

d. nilai Hak Tanggungan; 

e. uraian yang jelas mengenai Obyek Hak Tanggungan. uraian 

ini meliputi rincian mengenm Sertipikat Hak Atas Tanab 

yang bersangkutan, atau bagi tanah yang belum bersertipika~ 

memuat uraian mengenai kepem.ilikan. letak, batas dan 1uas tanah;31 

Ditentukan pada pasal yang sama bah"Wa dengan tidak dicantumkannya 

. se!"!fa jengkap .hal"hal Y'!llg di.sebut . pada ayat ini . da)am. A\'HT 

akau mengakibatkan akta yang bersangkatan batal demi hakum. Ketentuan 

ini merupakan pemenuhan asas spesialitas yang melekat pada 

Hak Tanggungan. 

· Dalam APHT dapat pula dicanl:1inll<an janji'janji yang terdapat pada 

Pasal II ayat (2) UUHT. Janji"janji yang pada umumnya 

membatasi kewenangan Pemberi Hak Tanggungan untak melakukan 

tindakan"tindakan tertentu terhadap Obyek Hak Tanggungan 

tanpa persetujuan tertulis dari Pemegang Hak 11mggungan, Janji­

janji tersebut sifatnya fakultatif dan tidal< berpengaruh terhadap 

keabsahon akta terse but 

3. Penyampaian APHT ke Kantor Pertanahan setempat. 

PPAT karena jahatannya wajib selambat-Iambatnya 7 ( tujuh ) hari 

kerja setclah penandatanganan APHT sebagaimana dimaksud pada 

Pasal 10 ayat (2) UUHT, menyampaikan APHT yang bersangkutan 

dan warkah lain yang diperlukan kepada Kantor Pertanahan 

Nasional. Ketentuan ini diatur pada Pasall3 ayat (2) UUHT jo. Pasal 114 

31 Sardi, "Perjanjian Kredit dan T(ltTggung Jawab Stwrang Notaris/PPAT Serla Bank 
Dafam Pembuatan API!T Berdasarkmr SKMHT Pada Bonk Negara Indonesia (Persero) Tbk.. ).'' 
(Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Un\ven>itaa Indonesia, Depok, 2005). him. 62. 
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ayat (l) PERMEN AGRARINKEPALA BPN No. 3/l 997. 

4. Tahap Pendaftaran Hak Tanggungan 

Pendaftaran Hak Tanggungan dilakukan guna memenuhi asas 

publisitas yang melekat pada Hak Tanggungan, yaitu pendaftaran 

pemberian Hnk Tanggungan wajib dilakukan sebagai syarat sah lahir 

dan mengikatnya Hak Tanggungan terhadap pihak ketiga. Pasal 224 

Herziene Indonesisch Reglemenl ( HIR ) menyatakan jika pendaftaran 

tidal< dilakukan maka Hnk Tanggungan dianggap tidak pernah 

ada sehingga tidak dapat dimohonkan eksekusi penjualan lelang apabila 

debitur ciderajanji. 
,.••o,o' ••,•~ "'·">'H 

Pada tabap ini, Kantor Pertanaban setempat melnkukan 2 ( dua ) 

hal penting sebagai berikut: 

a. Melnkukan pendaftaran Hak Tanggungan. 

Pendaftaran Hnk Tanggungan ·<lilakukan oleh Kantor Pertanaban 

setempat dengan jalan menerbitkan bnku tanah Hak Tanggungan 

dan meneatatkan dalarn bnku tanah Obyek Hnk Tanggungan 

yang dijarniukan serta menyalin catatan tersebut pada Serripikat 

Hak Atas Tanah yang bersangkutan. Tanggal buku tanah 

Hnk Tanggungan adalah tanggal hari ketujuh tidnk termasuk hari 

libur, setelah penerimaan secant lengkap surat-sural yang 

diperlukan untuk pelaksanaan pendaftaran. 

Tanggal pembukuan tersebut merupakan tanggal lahlmya 

Hak Tanggungan. Tanggal ini juga berguna sebagai penentu 

Peringkat Hnk Tanggungan dalarn hubungannya dengan para 

Kreditur lain Pemegang Hnk Tanggungan atas sebidang 

obyek jaminan yang sama. Ketentuan ini diatur pada Pasai 13 jo 

Penjelasan Umum angka 7 UUHT. 
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b. Penerbitan Sertipikat Hak Tanggungan. 

Sebagai tanda bukti Iahimya Hak Tanggungan, Kantor Pertanahan 

setempat menerbitkan Sertipikat Hak. Tanggungan sesuai 

dengan peraturan yang ber!aku, yaitu Sertipikat Hak Tanggungan 

tersebut memuat irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN 

KETUHANAN YANG MAHA ESA" agar sertipikat tersebut 

memiliki kekuatan eksekutorial yang sebanding dengan putusan 

Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang memberikan 

hak kepada Pemegang Hak Tanggungan untuk melakukan eksekusi 

atas obyek jaminan tersebut tanpa harus melalui proses 

.. gugat menggugat. j{et~ntu;m tersebut diatur pad~ Pasa]l4 ayat (1),.(2) 

dan (3) UUHT . " 

2.1.2:6. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggnngan 

Pemberian knasa membebankan Hak Tanggungan dimungldnkan 

dalam peraturan perundang-undangan. Pada asasnya pemberian Hak Tanggnngan 

wajib dihadiri dan dilakukan sendiri o!eh pemberi Hak Tanggungan sebagai 

pihak yang berwenang melakukan perbuatan hukum membebankan 

Hak Tanggungan atas obyek yang dijadikan jaminan, Hanya apabila benar­

benar diperlukan dan berhalangan, kchatlirannya untuk rnemberikan 

Hak Tanggungan dan menandatrulgani APHT dapat dikuasakan kepada pihak lain. 

Pemberian kuasa membebenkan Hak Tanggungan wajib dilakukan 

dihadapan seorang Notaris/PPAT, dengan suatu akta otenlik yang disebut 

Surat Kuasa Mernbebankan Hak Tanggungan. Bentuk dan isi Surat 

Kuasa Membebankan Hak Tanggungan ditetapkan dengan Peraturan 

Menteri Negara Agraria/Kepa!a Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1996. 

Fonnulirnya disediakan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasionai Pusat 

melalui Kantor Pertanahan kotamadya dan diberikan secara cuma-cuma 

32 Rohaya Sitanggang, loc.dt, hlm.JO. 
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kepada Notaris/PPAT. Sural Kuasa Membebankan Hak Tanggungan dibuat 

oleh Notaris/PPAT yang bersangkutan dalam 2 ( dua ) rangkap. Semuanya 

asli ( in originali ), ditandatangani oleh pemberi kuasa, penerima kuasa., 2 

( dua ) orang salrsi dan Notaris!PPAT yaag membuatnya. Selembar disimpan 

di kantor Notaris/PPAT yang bersangkuUm. Lembar lainnya diberikan 

kepada penerima kuasa untuk keperluan pamberian Hak Tanggungan 

dan pembuatan APHT. 

PPAT wajib menolak membuat APHT berdasarkan surat kuasa yang 

bukan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan in origina/i yang 

formulimya disediakan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional dan bentuk 

~~ ... ~.Y.a _dit~~P~. ~~~ Pe~;:t~ur¥1 .. ¥Cflte:rj ~ersebut di _atas_, 

Pembuatan APHT oleh PPAT alas dasar sumt kuasa yang bukan merupakan 

Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan in originali yang bentuknya 

Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanaban Nasional, merupakan 

cacat · hukum · dalam proses pambebanan Hak · Tanggungan · walaupun 

telab dilalrsanakan pandaftarannya, lreabsaban Hak Tanggungan yang 

bersangkutan tetap terbuka kernungkinannya untuk digugat oleh pihak­

pihak yang dirugikan. . Kreditur yang dirugikan dapat menuntut ganti 

kerugian kepada Notaris/PPAT yang bersangkutan. H. Sanksi 

yang dapat dikenakan berupa sanksi administratif dan apabila 

memenuhi persyaratan, dapat dilakukan gugatan secam perdata dan/atau 

dituntut pidana. Sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran 

tertulis. pemberhentian sementara dad jabatan atau pemberhentlan dati 

jabatun, disesuaikan dengan berat ringannya kela1aian.14 

PPAT hanya berwenang membuat Surat Kuasa Membebaakan 

Hak Tanggungan mengenai obyek Hak Tanggungan yang terletak di 

wilayah daerah kerjanya, sebaliknya karena daerah kerjanya tidak 

JJ Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang 
PokokAgraria, lsi dan Pelaksanaannya, CeU,Ed.Rev,Cet9, (Jakarta: Djambatan, 2003 ), him. 
444. 

34 Boedi Harsono, op.cit, hlm. 463. 
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dibatasi, pembatasan itu tidak bcrlaku terhadapa Notaris dalam pembuatan 

Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan. 

Pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan meliputi tarangan 

dan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

Pemberian kuasa harus dilakukan sendiri oleh pemberi Hak 

Tanggungan, sedangkan akta pemberian kuasanya harus dibuat oleh Notaris/PPAT 

dalam bentuk Sural Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang 

fonnulimya disediakan oleh Kantor Pertanahan. Larangan dan persyaratan 

yang hams dipenuhi untuk kebasahan Sural Kuasa Membebaukan Hak 

Tanggungan adalah sebegai berikut: 

L_,di~g Sll,!at K'!""! ,M~b'!nk"!' Hak Tanggungan mem!Jlll 

kuasa untuk melakukan perbuatan hukum. lain dadpada membebankan 

Hak Tanggungan. Tidak di!arang rnemberi kuasa memberikan j!U\ii-janji 

yang dimaksudkan dalam Pasal 11 ayat (2) UUHT, yaitu: 

a. Jail)! yang· membelasi kewenangan pemberi Hak Tanggungan 

untuk menyewakan obyek Hak Tanggangan dan/atau menentukan 

atau mangubah jangka waktu sewa dan/atau menedma uang 

sewa dimuka, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahuln 

dari pemegang Hak Tanggungan; 

b. janji yang membatasi kewenangan pcmberi Hak Tanggungan 

untuk mengubah bentuk atau tata susunan obyck Hak Tanggungan, 

kecuati dengan persetujuan tertu!is terlebih dahulu dari pemegang 

Hak Tanggungan; 

c. janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang Hak 

Tanggungan untuk mengelola obyek Hak Tanggangan berdasarkan 

penetapan Ketua Pengadilan Negri yang daerah hukumnya 

meliputi letak obyek Hak Tanggungan apabila Debitur sunggnh· 

sungguh eidera janji; 

d. janji yang merahedkan kev;enangan kepada pemegang Hak 
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Tanggungan untuk menyelamatkan obyek Hak Tanggungan jika 

hal itu diperlukan untuk pelaksanaan eksekusi atau untuk 

mencegab menjadi hapusnya atau dibatalkannya hak yang 

menjadi obyek Hak Tanggungan karena tidak dipenuhi atau 

dilanggamya ketentuan undang-undang; 

e. janji babwa pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak 

untuk rnenjual atas kekuasaan sendiri obyek Hak TanggWlgan 

apabila Debilur cidera janji; 

f. janji yang diherikan oleh pemegang Hak Tanggungan pertama 

· bahwa. obyek Hal< Tanggungan tidak akan dibersihkan· dari. Hak . " 

Tanggungan; 

g. janji babwa pemberi Hak Tanggungan tidak akan melepaskan 

haknya atas obyek Hak Tanggungan tanpa persetujuan tertulis 

lebih dabulu dari pemegang Hak Tanggungan; 

h. janji babwa pernegang Hak Tanggungan akan memperoleh 

seluruh atau sebagian dari ganti rugi yang diterima pemberi Hak 

Tanggungan untuk pelunasao piutangnya apabila obyek Hak 

Tanggungan dilepaskan haknya olch pcmberi Hak Tanggungan 

ntau dicabut haknya untuk kepentingan umwu; 

i. janji bahwa pemegang Hak Tanggungan akan memperoleh seluruh 

atau sebagian dari uang asuransJ yang diterima pemberi 

Hak Tanggungan untuk pelunasan piutangoya jika obyek 

Hak Tanggungao diasuransikan; 

j. janji babwa pemberi Hak Tanggungan akan. meogosongkan obyek 

Hak Tanggungan pada waktu eksekusi Hak Tanggungan; 

k.janjiyang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4). 

Universitas Indonesia 

, ______ _ 

Akibat Hukum..., Sheila Thomasyadi, FH UI, 2009



Pasal 14 ayat ( 4) UUHT berbunyi scbagai berikut:"Kecuali 

apabila diperjar\iikan lain, sertipikat hak atas tanah yang telab dibubuhi 

catatan pembebanan Hak Tanggungan sebagalmana dimaksud dalam Pasal 13 

ayat (3) dikembalikan kepada pemegang hak atas tanab yang bersangkutan." 

2, dilarang membuat kuasa substitusi. Substitusi adalah 

penggantian penerima kuasa melalui peralihan~ hingga ada penerima 

kuasa baru. Bukan substitusi karena tidak teljadi penggantian penerima 

kuasa, apabila penerima kuasa menugaskan pihak lain untuk atas 

. namanya-meiaksana.kan kuasa.itu . . __ 

3. wajib dicantumkan secara jelas obyek Hak Tanggungan, jumlab 

utang, nama serta identit:as .Krediturnya, nama serta identitac; Debitur. 

apabila Debitur bukan pemberi Hak Tangguhgan. 

Pelanggaran terhadap pemenuban syamt tersebut mengalcibatkan 

Sura! Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang bersanglrutan menjadi 

batal demi hukum. PPAT wajib menolak permohonan untuk membuat 

APHT, apabila kuasa tidal< diberikan sendiri oieh pemberi Hak Tanggungan 

a tau tidak dipenuhi ketentuan di atas. 

Peraturan perundang-undangan memfasilita..si Kreditur pemegang 

kuasa dengan adanya ketentuan bahwa kuasa untuk memberikan Hak Tanggungan 

tidal< dapat ditarik kembali dan tidal< dapat berakhir oleh sebab apapun 

juga, termasuk jika pemberi Hak Tanggungan meninggal dunia. Kuasa 

tersebul sudab barang tentu berakhir setelab diiaksanakan atau telab habis 

jangka waktunya. 

Batas waktu penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan 

ditentukan dalarn Pasal 15 ayat (3) dan (4) UUHT. Apabila yang dijadikan 

obyek Hak Tanggungan hak atas tanab yang sudah didaftar, dalam 

waktu se!arnbat-lambatnya I (satu) bulan sesudab diberikan, wajib diikuti 
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dengan pembuatan APIIT yang bersangkutan, Apabila yang dijadikan jaminan 

hak alaS tanah yang belwn didaftar, jangka waktu penggunaannya dibatasi J 

(tiga) bulan. Jangka waktunya ditetapkan lebih lama untuk keperluan 

pembuatan APHT diperlukan penyerahan lebih banyak surot-surat 

dokumen kepada PPAT, daripada apabila hak atas tanahnya sudah didaftar, 

dalam hal mana cukup diserahkan sertipikat haknya, Batas waktu 3 (tiga) 

bulan itu berlaku juga bilamana hak atas tanah yang bersangkutan 

sudah bersertipikat tetapi belum tercalat aras nama pemberi Hale 

Tanggungan sebagai pernegang baknya yang baru. 

Penentukan waktu 3 (tiga) bulan tersebut 

untuk menyelesaikan ,pend,~an .. hak at;!S hl!tah .. 

melainkan tmtuk rnempercepat realisasi 

bukan dimaksudkan 

yang , b~rsj!llgkutan,, 

pembuatan APHT. 

Penyelesaian pendaftaran hak itu sendiri1 yang umumnya memerlukan waktu 

lebih dari 3 (tiga) bulan jika rnengenai Hak Milik bekas hak milik adat, 

dilakukan sesudah dibuat AP!IT. Pacta waktu dibuat AP!IT Hak Mllik bekas 

hak milik ada! tersebut belum perlu bersertipikat. 

Proyek-proyek tertentu, yaitu jenis-jenis Kredit Usaha Kecil sebagaimana 

dimakaud dalam Sura! Keputusan Direksi Bank Indonesia tanggal 29 Mei 

1993 Nomor 26/24/KEP/Dir ditetapkan batas jangka waktu Jain dengan 

Peraturan lvtenteri Negara Agrarla!Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 

24 Tahun 1996 tenlang Penctapan Batas Waktu Penggunaan Swat 

Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Untuk Menjamin Pelunasan Kredit­

Kredit Tertentu, 35 Pasal I menentukan sebagai berikut: 

I. Kredit yang diberikan keperla nasabah usaha kecil, yang meliputi: 
a. Kredit kepada Koperasi Unit Desa; 
b. Kredit Usaha Tani; 
c. Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya. 

2. Kredit Pernilikan Rumah yang diberikan untuk pengadaan perumahan, 
yaitu: 

a. Kredit yang diberikan untuk membiayai pernilikan rumah inti, 

35 Boedi Harsono. op.cit, hh:n. 447. 
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rumah sederhana atau rumah susun dengan luas tanah 
maksimum 200m2 (dua ratus meter persegi) dan luas bangunan 
tidak lehih dari 70m2 (tujuh puluh meter persegi); 

b. Kredit yang diberikan untuk pemilikan Kapling Siap Bangun 
(KSB) dengan luas tanah 54m2 (lima puluh empat meter 
persegi) sampai dengan 72m2 (tujuh puluh dua meter persegi) 
dan kredit yang dibetikan untuk membiayai bangunannya; 

c. Kredit yang diberikan untuk perbaikan/pemugaran rumah 
sebagaimana dimaksud huruf a dan b; 

3. Kredit produktif lain yang diberikan oleh Bank Umum dan Bank 
Perkreditan Rakyat dengan plafond kredit tidak melebihi Rp 
50.000.000,00 (lima puluhjuta Rupiah), antara lain: 
a. Kredit Umum Pedesaan (BRJ); 
b. Kredit Kelayakan Usaha (yang disalurkan oleh Bank Pemerintah).'6 

· ~· · Surat K:u.Sa Memlietiankan 'Fiak · Tanii,gungan Jianlf dimaksud jika · · · •· · · 

tidak diikuti pembuatan APHT dalam jangka waktu yang ditentukan, Surat 

Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang bersangkutan merVadi batal 

demi hukum.37 

2.1.2.7. Ekaekusi Bak Taoggangan 

Berdasarkan pasal20 ayat (!), diatur mengenai Ekaekusi Hak Tanggungan sebagai 

berikut: 

Apabila Dehitur ciderajanji, maka berdasarkan: 
a. hak Pemegang Hak Tanggungan Pertama untuk menjual Obyek Hak 

Tanggungan sebagaimana dimak.sud dalam Pasal 6~ atau 
b. titel eksekutorial yang terdapat dalam Sertipikat .Hak Tanggungan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Obyek Hak Tanggungan 
dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yru1g ditentukan dalam 
peraluran perundang-undangan untuk pelunasan piutang Pemegang Hak 
Tanggungan dengan hak mendahulu dati pada Kreditur-Kreditur lainnya 

16 Boedi Harsono, Hukum Agraria indonesia. Himpurum Peraturan~Pcrahtran Hukum 
Tanah, CetJ,Ed.Rev.Cell8, (Jakarta: Djambatan, 2007 ), hlm. 201. 

)
7 Boedi Harsono, op.cit. 

Universitas Indonesia 

Akibat Hukum..., Sheila Thomasyadi, FH UI, 2009



Dijabarkan lebih lanjut cleh Sutan Remy Sjahdeini mengenai lata cara 

pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan, sebagai berikut: 

Untuk melaksanakan kewenangan sebagai Pemegang Hak Tanggungan 
Pertama untuk menjual Objek Hak Tanggungan alliS kekuasaan 
sendiri melalui pelelangan umum serta menga.mbil pelunasan 
piutangnya dari hasil pcnjua!an tersebut, apabila Debitur cedera janji 
maka cukuplah Pernegang Hak Tanggungan Pertama itu mengajukan 
permohonan kepada Panitia Pengurusan Piutang dan Lelang 
Negara setempat untuk pelaksanaan pelelangan umum dalam 
rangka eksekusi Objek Hak Tanggungan tersebut.". 

Eksakusi Hak Tanggungan menurut Pasal 20 ayat (2) UUHT juga dapat 

dilakukan dengau jalan: 

a. AlliS kesepakatan Pemberi dan Pemegang Hak Tanggungan, penjuaian 

Obyek Hak Tanggungan dilaksanaknn dibawah ~gan jika 

dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang 

dapat menguntungkau semua pihak. 

b. Peiaksanaan penjualan sebagairnana dimaksud pada ayat 2 tersebut 

ha.nya dapat dilaksanakan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan 

sejak diberJtahukan secara tertulis oleh Pembed dan/atau 

Pemegang Hak Tanggungan kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan dan diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 (dua) 

surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan danlatau 

media massa sete:mpat serta tidak ada pihak yang rnenyatakan 

keberatan. 

Dari k.etentuan pasal tersebut di atas maka bagi Kreditut/ Pemegang 

Hak Tangguogan dapat menggunakan 3 (tiga) eara penyelesaian 

n Sutan, H<Jk 10nggungan, ( Bmdtmg: Alumni, !999 ), hlm. 165. 

Univenitas Indonesia 

Akibat Hukum..., Sheila Thomasyadi, FH UI, 2009



pelunasan piutangnya tersebut: 

I. Melalui Parate Eksekusi menurut Pasal 6 UUHT. 

2. Melalui Titel Eksekutorial dari Sertipikat Hak Tanggungan. 

3. Melalui penjualan dibawah tllngan. 

Ketiga Eksekusi Hak Tanggungan terscbut di atas masing­

masmg memiliki perbedaan dalam prosedur pelaksanaannya. ilerikut 

uraian mengenai cara-cara penyelesafan pelunasan piutang seperti yang 

telah diuraikan ~-ebelumnya: 

1. Melalui Parate Eksekusi. 

,Parat.a ·- Eksek~i merop~an ~uatu .. ~, , 9a1~ .. me~J&e~i 
bamng jaminan tanpa melalui proses Pengadilan. Parate 

Ek.o::ekusi sebagaimana diatur dalarn Pasal 6 UUHT ini memberikan 

kewenangan kej;iada atau pemegang Hak Tanggungan pertama 

dalam bal terdapat lebih dari l ( satu) Hak Tanggungan untilk menjual 

obyek yang dijamin dengan Hek Tanggungan tersebut alaS 

kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum dan mengambil 

pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut dalam hal 

Debitur cidera janj~ dalarn hal ini Pemegang Hek Tanggungan 

Peringkat Pertama tersebut tidak pedu meminta persetujuan 

terlebih dahulu dari Pemberi- - Hak Tanggungan dan juga 

tidak diperlukannya lagi penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri 

untuk melalmkan eksekusi tersebut hanya dengan 

mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Lelang Negara 

setempat untuk melaksanakan pelelangan umum dalam 

rangka eksekusi terhadap Obyek Hak Tanggungan tecsebut. 

Kewenangan . yang dimiliki Pemberi Hak Tanggungan atuu 

Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama ini merupakan 

kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang yang oleh 

Kepala Kantor Lelang Negara harus dlhormati dan dipatuhl olehnya. 
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Lembaga Parate eksekusi mt sangat memudahkan Kreditur 

dalam rangka mengeksekusi Obyek Hale Tanggungan tanpa 

melalui prosedur beracara di Pengadilan yang memerlukan waktu 

yang panjang dan hasilnya tidale pasti. 

2. Melalui Titel Eksekutorial dan Sertipikat Hale Tanggungan. 

Mengenal eksekusi berdasarkan Titel Eksekutorial ini berdasarkan 

Pasal 26 UUHT menyebutkan bahwa selama belum ada 

peratumn perundang-undangan yang mengaturnya dengan 

memperhatikan ketentuan Pasal 14 UUHT malea peraturan 

men>;e';ai. eksekusi hipotik ada J>ada mulai. berlakunya UUHT 

berlaku lerbadap eksekusi yang diatur dalam Hale Tanggungan ini. 

Ketentuan yang dimaksud oleh peraturan tersebut mengenai 

eksekusi hipotik adalah ketenlllan yang diatur dalam Pasal 224 IDR 

berikut Pasal 250 Reglement Acara Hukmn untuk Daereh Luar Jawa 

dan Madura: 

Grosse akta hipotik dan surat utang yang dibuat dihadapan Notaris 
di Indonesia dan yang kepalanya memakai perkataan .. Demi keadiian 
berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa,', berkekuata.n sarna 
dcngan putusan hakim. Jika surat demikian itu tidak ditcpati dengan 
jalan damai maka periha! menjalankannya. dilakukan dengan 
perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri, yang 
dalam daerah hukumnya orang yang berutang itu diam atau memilih 
kedudukannya, yakni secara yang dinyatalean dalam Pasal di 
atas ini dalam bagian ini, akan tetapi dengan pengerlian~ bahwa 
paksa badan banya boleh dilaleukan setelah diizinkan dengan putusan 
bakim. Jika hal putusan hakim itu harus dijalankan sama sekali 
atau sebagian, diluar daerah hukmn Pengadilan Negeri, yang 
ketuanya menyuruh melakukan itu, maka d1turutlah peraturan 
pada Pasall95 ayat (2) dan berikutnya. 

Dari ketentuan di atas terlihat bahwa Grosse Akta hipotik dan Grosse 

Akta Pengakuan Hutang yang bertitel "Demi Keadilan Berdasarkan 

Ke Tehanan Yang Maha Esa" mempunyai kekua!an eksekutorial 
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seperti putusan hakim yang telah rnempunyal kekuatan hukum 

yang tetap. 

3. Melalui Penjua!an Dibawah Tangan 

Eksekusi Obyek Hak Tanggungan yang ketiga yang diberikan 

o!eh IJUHT kepada Kreditur Pemegang Hak Tanggungan 

adalah dengan melakukan penjuaJan terhadap obyek jaminan 

tersebut adalah dengan melalul penjualan dibawah tangan 

jika diperkirukan dengan hal tersebut akan diperoleh harga yang 

Jebih tinggi daripada jika dijual melalui pelelangan umum 

sepanjang . mengenai hal terse but. . Ielah disepakatL oleh. Pembe,j ... 

dan Pemegang Hak Tanggangan. Penjualan Obyek Hak Tanggungan 

harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

a. Pelaksanaan penjualan dibawah Iangan dilakukan setelah lewat 

waktu ·1 (satu) bulan sejak diberitabukan secara ter'tulis oleh· 

Pemberi dan/atau Pemegang Hak Tanggungan kepada pibak­

pihak yang berkepentingan. 

b. Diumumkan sedildt-dikitnya dalam 2 (dua) sural kabar yang 

beredar di daerah yang bersangkulan danlatau media ma.·•osa 

setempat serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan. 

Syarat tersebui di atas dimaksudkan umuk melindungi pihak­

pihak yang berkepentingan dengan obyek Hak Tanggungan 

tersebut yang dalarn hal ini Pemegang Hak Tanggungan Kedua, 

Ketiga dan para Kreditur lain dari Pemberi Hak Tanggungan 

tersebut >9 

" Emilia Retno Trahutami Sushanti, Joc.cit. blm. 29. 
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2.1.3. Sertipikal HakAtas Tanah 

2.1.3.1. Pengertian Sertipikat Hak Alas Tanah 

Sertipikat Hak atas Tanah merupakan basil akhir dari proses 

Pendaftaran Tanah, terrnasuk perubahan·perubahan menyangkut suhyek, 

status hak dan perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan terhadap tanahnya, 

merupakan alat pembuktian yang kuat sebagaimana dinyatakan dalam 

ketentuan Pasal 19 ayat (I) hurufc, Pasal32 ayat (2) dan Pasal38 ayat (2) UIJPA. 

Sertipikat hanya merupakan tanda bukti yang kuat dan bukan 

merupakan tanda yang mutlaklsempuma menurut ketcntuan UUPA dan 

Peraturan Pemerintah yang melaksanakannya ( PP Nomor 10 Talmn 1961 dan 
. ... . -.- " ' ~ ' " ., ' '' ., -·-- . ··-- . 
PP Nomor 24 Tahun 1997 ). Hal tersebut berarti bahwa keterangan-keterangan 

yang tercantum didalamnya mempunyal kekuatan hukum dan hakim 

hams menerima sebagai keterangan yang benar selama dan sepanjang tidak 

. ada a! at pembuktian yang membuktikan sebalikuya. 40 

Sertipikat sebagal sural Ianda bukti hak, diterbitkan untuk 

kepentingan Pemegang Hak yang bersangkutan, sesuai dengan data &ik 

yang ada dalam surat ukur dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku 

tanah. Memperoleh sertipikat adalah hak pemegang hak atas tanal1, yang 

dijamin oleh undang·undang. 

Sertipikat hanya bo!eh diserahkan kepada pihak yang namanya 

tercantum dalam buku tanal1 yang bersangkutan sebagai Pemegang Hak 

atau pihak lain yang dikuasakan olehnya. Penerbitax1 sertipikat dimaksudkan 

agar Pemegang Hak dapat dengan mudah membuktikan hakuya. Oleh 

karena itu sertipikat merupakan alat pembuktian yang kuat. 

sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 19 UUPA.41 

do Kulina Nur Surliani Tanjung, ••sertipikat Hak Alas Thnah Sebagai Alat Pembuktian 
yang Kuat Ana/isis Kasus di Kelurahan Ra1Jglwpan Jaya, Kota Depok," (1'esls Magister 
Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2006}. him. 28. 

41 Luky Octavia, "Kcdudukan SerJipika/ Hak Afas Da/am Sis!em Publikasi Menurut 
Peraturan Pemerintah Nom()( 24 Talrun 1997 Tentang Pendaflaran Tanah (Ana/isis Putusan 
Mahkamah Agung Nomor S70/K/Pdtll999)/' (Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum 
Universitas Indonesia, Depok, 2008), hlm. 2&. 
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2.1.3.2. Kekuatan Hukum Sertipikat HakAtas Tanab 

Secara umum, Sertipikat Hak Atas Tanah merupakan bukti Hak 

Atas Tanah. Kekuatan berlakunya sertipikat Ielah ditegaskan dalam Pasal 19 

ayat (2) huruf c dan Pasa! 32 ayat (!) PP Nomor 24 Tahun !997. Dalam 

rangka memberikan kepastian hukum kepada para Pemegang Hak Atas Tanah 

dan Hak Mllik atas Satuan Rumah Susun, diberikan sertipikat sebagai 

alat pembuktian yang kuat. Sertip.ikat merupakan sural tanda bukti hak 

yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan 

data yuridis yang termuat di dalamnya. sepanjang data fisik dan data 

yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah 

..... yang ber~gkutan, Sel!'f"a }idak_ dapat . dibuktikan . sebaliknya, . data . ftsik 

dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harm; diterima sebagai 

data yang benar, baik da!am me!akukan perbuatan hukum sehari-hsti 

maupun dalarn berperkana di Pengadi!an. Data Osik dan data yuridis 

yang tercantum dalam suriipikat harus sesuai dengan data yang tercantum 

dalam sural ukur dan buku tanah tersebut. 

Sertipikat tanah membuktikan bahwa 

suatu hak alas bidang tanah tertentu. Data 

mengena1 Jetak, batas dan luas tanah. 

keterangan mengenai status hukum bidang 

Pemegang Hak mempunyai 

fuik meneakup keterangan 

Data _yuridis mencakup 

tanah} pemegang haknya 

dan pihak lain serta beban-beban lain yang mcn1:bebaninya. Data fisik 

dan data yuridis dalam buku tanah diuraikan dalam bentuk dafi?r 

sedangkan data fisik dalam sural ukur disajikan dalam peta dan 

uraian, Dalam surat ukur dicantumkan keadaan, !etak, luas dan batas 

tanah yang bersangkutan. 

Data yang dimuat dalam surat uk:ur dan buku tanah mempunyat 

sifat yang tcrbuka untuk umum, sehingga pihak yang berkepentingan 

dapat mencocokkan data dalam Sertipikat itu dengan yang ada dalam 

sura! ukur dan buku tanah yang disajikan di Kantor Pertanahan. 

Berdasarkan PP Nomor 24 Tahun !997, sura! ukur merupakan dokumen 

yang mandiri disamping peta pendaftaran. Surat ukur memuat data fisik 
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bidang tanah hak yang bersangkutan. 

Ketenluan Pasal 32 ayat (I) PP Nomor 24 Tahun 1997 berlaku bagi 

semua Sertipilcat yang diterbitkan berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 1997 

mulai tanggal 8 Oktober 1997, yaitu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diundangkan, 

juga berlaku terhadap Sertipikat-Sertipikat yang dihasilkan dalam 

kegiatan pendaftaran tanah berdasari<an ketentuan PP Nomor 10 Tahun 1961.42 

2.2. Studi Kasus dan Analisis HukllDl 

2.2.1. Stud! Kasus 

. Hak Tanggwlgan merupakan suafu lembaga -. hak . janilitari atas 

tanah yang kuat karena memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang 

terlibat didalamnya dan memherilcan kedudukan diutrunakan hagi Pemegangaya. 

Hak Tanggungan mcrupa.kan perjanjian a~cessoir~ yaitu perjanjian ikutan 

yang tidak dapat herdiri sendiri tanpa perjanjian pokoknya. Perjanjian 

pokok Hak Tanggungan pada umumnya adalah perjanjiao utang-piutang, 

yang disebut PeJjanjian Kredit. Pe!janjian Kredl! lahlr dari kesepakatan 

antara Kreditur dan Debitur setelah Kreditur menganalisis dan 

menyetujui permohonan kredit yang diajukan oleh pihak Debitur. 

Kesepakatan tersebut dituangkan ke dalam Akta Pcrjanjian Kredit antara 

Kreditur dan Debitur yang dibuat dihadapan Notaris, 

Sebagai jaminan darl pelunasan utang Debitur maka diberikan 

jaminan berupa Obyek Hak Atas Tanah. Penjaminan Hak Alas Tanah 

dilakukan dengan cara pembebanan Hak Tanggungan pada Obyek Hak AU!s 

1lmah tersebut yang dituangkan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan 

yang dibuat dihadapan PPAT dan didaftarkan pada Kantor Perlanahan setempat 

sesum dengan ketentuan perundang-undangan mengenai Pendaftaran 

Hak Tanggungan yang berlaku. 

42 Luky Octavia, lor;. cit, hlm, 35. 
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Dalam perkembangannya, pihak Debitur belum tentu merupakan orang 

yang sama dengan Pemberi Hak Tanggungan melainkan dimungkinkan 

adanya penjaminan pihak ketiga yang disebut Penjamin. Penjamin ini 

menjemin pelunasan utang Debitur pada Kreditur sehingga apahila Debitur 

cidera janji maka penjamin wajib melakukan pelunasan utang Debitur. 

Penjemin memberikan jaminan pelunasan utang berupa Obyek Hak Atas 

Tanah miliknya. 

Pada prakteknya, seringkali dijumpai pihak Debitur yang lidak 

beritikad baik, demikian juga halnya dengan penjemin. Obyek Hak Atas Tanah 

yang diberikan sebagai jan'linan dan dibebankan Hak Tanggungan 

bukanlah merupakan milik sah Debitur maupun Penjamin. Dalam kasus 
•"'""•W•< • ·-• •• •• • • • ••· """' ••, ~ • ·" .·-• • _.,. ·•· • • •• •·· -. •••'", 

semacam ini, Pemberi Hak Tanggungan biasanya menggunakan identitas 

palsu untuk mengelabui Notaris/PPAT dan pihak Kreditur sehingga pada saat 

terjadi cidera janji yang mengakibatkan kredit mace~ pihak Kreditur tidak 

dapat melakukan pelelangan dan· aksekusi karena mendapat · perlawanan · · 

dan keberatan dari Pemllik sah Obyek Hak TanggWigan yang merasa tidak 

pemah meminjam uang rnaupun membebankan Hak TanggWigan peda Hak 

Atas Tanahnya, sedangkan pihak Kreditur tentunya ingin memp~oleh 

pelunasan piutangnya sehingga rnuncullah hambatan-hamb-atan akibat 

pertentangan kepentingan. 

Bcrdasarkan hasil wawancara dengan beberapa Nolaris dan 

PPAT di Makassar, yaitu lbu M dan lbu B serta legal sebuah Bank, Bapak L, 

diperoleh gambaran permasalahan sehubungan dengan pemberian Hak 

Tanggungan dan Penjamin orang ketiga yang seringkali te-rjadi dalarn 

praktek pemberian kredit dan pembebanan Hak Tanggungan, sebagai berikut: 

1. Pada praktek pemberian kredit umumnya mensyaratkan adanya suatu 

jamlnan, pihak Debitur sering mengajukan jaminan alas obyek Hak 

A{as Tanah. Jeminan Hak Atas Tanah lebih disukai oleh pibak Kreditur 

sebab nilai pesamya terus berkembang, tidak mudah musnah dan lebih 

· mudah dijual pada saat pelelangan. Permasalahan yang ma:rak 

pada penjaminan ini adalah seringkali dijumpel dahun pelaksanaannya, 
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Debitur bukanlah orang yang sama dengan Pemilik Jaminan, seperti 

yang terjadi pada suatu kasus pmJaman kredit dan pemberian 

Hak Tanggungan yang akta-aktanya dibuat dihadapan Nyonya E, Notaris 

dan PPAT di Makassar. Sebenarnya hal tersebut bukanlah 

suatu permasaJahan selama pembuatan akta-akta dan 

merupakan 

prosed urn! 

pemberian kredit dan Pemberian Hak Tanggungan dilakukan secara 

benar sesuai dengan yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan. 

Permasalahan lahir pada saat Debitur cidera janji dan tidak dapal 

melwmsi utangnya yang mengakibatkan pihak Kreditur harus 

melakukan pelelangan untuk memperoleh kembali piutangnya. Dalam 
·' . ··-. '' . . .. ··-- --~· . -·· . . . ' . -· ' ,, . ·- ... : . ' ~- --· . 

proses pelelangan tersebut kemudian diketahui bahwa Penjamin 

menggunakan identitas palsu yang berarti bahwa Penjamin bukanlah Pemilik 

Obyek Hak Tanggungan yang sah dan Penjamin tidak berwenang 

untuk memberikan Hak Tanggungan atas obyek jarninan tersebut. Pada 

saat mengbadap Notaris/PPAT, Penjarnin menggunakan kartu tanda 

pengenal dan kartu keluarga palsu yang sesuai dengan nama yang tertera 

pada Sertipikat Hak Atas Tanah sebagai Pemegang dan Pemilik hak 

yang sah. Kasus demikian menyebabkan kesulitan bagi pihak Kreditur 

Wltuk melakukan pelelangan dan penjualan obyek jaminan sebab 

Pemilik sah dari Obyek 1-Iak Tanggungan berkeberatan dan 

melakukan perlawanan terhadap upaya eksekusi yang dilakukan oleh 

pihak Kreditur. Permasalahan hukum yang demikian diajukan ke 

Pengadilan N egrri setempat. 

2. Dituturkan oleh Notaris B, seringkali dijumpai pada saat pameran 

atau peluncuran unit perumahan yang dilakukan oleh 

perusahaan pengembang, calon pernbeli diberikan kesempatan oleh 

pihak pengembang dan Bank untuk memperoleh fasilitas Kredtit 

Pemilikan Rumah seketika itu juga. Pada pemberian fasilitas tersebut, 

pihak Kreditur tidak lagi melakukan pemeriksaan keabsahan 
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identitas dokumen-dokumen pendukung yang diberikan oleh Debitur 

serta tidak melakukan anallsis kelayakan calon Debitur seperti 

yang dianjurkan pada prinsip 5 C. 

2.2.2. Analisis hukum akibat pembebanan Hak Tanggungan yang 

dilaknkan oleb pibak yang tidak berwenang terbadap Akta 

Perjanjian Kredit dan akta-akta lainnya. 

Perjanjian Hak Tanggungan merupakan perjanjian accessoir. 

Perjanjian tersebut lahir karena adanya perjanjian pokok, yaitu Perjanjian 

Utang-Piutang yang biasa disebut dengan Perjanjian K.redit. Perjanjian 

Hak Tanggungan lnikan . merupakiiii ··per)!mjian. yang -berdin - sendiii yang -
aninya Perjanjian Hak Tanggungan tidak akan ada apabila tidak didabului 

oleh parjanjian pokok. Pe~anjian Utang"Piutang merupakan bagian dari 

perjanjian bemama yang diatur . dalam Buku lll Kltab Undang-Undang 

Hukum Perdata. 

Berdasarkan karakteristiknya yang -merupakan suatu Petjanjian 

maka dalam prosedur pambuatannya, Perjanjian Kredit harus memenubi 4 

(empat) syarat untuk sahnya suatu perjanjian sesuai yang diatur dalam Pasal 

1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu: 

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 

2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 

3. suatu hal tertentu; 

4. suatu sebab yang halal. 

Kecakapan bertindak ini dalam banyak hal berhubungan dengan 

masalah kewenangan bertindak dalrun hukum. Dapal saja seseorang yang 

cakap bertindak dalam hukum tetapi tidak berwenang untuk melakukan 

suutu perbuatan hukum.43 

41 Kartini, cp.cit. 
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Pacta Pasal 8 ayat {I) UUHT ctiatur bahwa: "Pemberi Hak 

Tanggunga."l. adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai 

kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap Obyek 

Hak Tanggungan yang bersangkutan.", lebih lanjut pacta ayat (2) diatur 

bahwa: "Kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap Obyek 

Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) harus ada pada 

pemberl Hak Tanggungan pada saat pendaftaran Hak Tanggungan 

dilakukan." sebab Hak Tanggungan barn lahir pada saat didaftarkan 

sehingga kewcnangan tersebut hams ada pada pemberi Hak Tanggung:an 

pada pendaftaran Hak Tanggungan . 

. Perihal .. pemberian Hak Tanggungan, djtentukan .b.all'l'• yang 

berwenang untuk memberikan Hak Tanggungan atas objek Hak Alas Tanah 

yang akan dibebankan Hak Jaminan adalah Pemilik Objek Hak Atas Tanah 

yang bersangkutan yang namanya tercatat dalam Sertipikat Hak Atas Tanah 

yang dikeluarkan oleh Kanror Badan Pertanahan Nasional setempet·· letak 

tanah berada. Sertipikat merupakan alat bukti yang kuat yang membuktikan 

bahwa pemegangnya mempunyai sU.tu bak atas bidang tanah tertentu. Oleh 

sebab itu, siapapun ctapat ctengan mudah membuktikan dirinya sebagai Pemegang 

Hak Atas Tanah biia telah jelas namanya tercantum dalam sertipikat 

terse but. Apabila dikemudian hari terjadi tuntutan hukum di Pengadilan mengenai 

hak kepemilikan alau penguasaan alas tanah maka semua keterangan yang 

d imuat dalam sertipikat Hak Atas Tanah itu mempunyai kekuatan pembuktian 

yang kuat dan karenanya hakim hams menerima sebagai keterangan­

keterangan yang benar, sepanjang tidak ada bukti lain yang mengingkarinya 

atau membuktikan sebaliknya 44 

Identitas yang dipalsnkan agar sama dengan nama yang tercantum 

pada Sertipikat Hak Atas Tanah tapi tidak diikuti oleh orang yang sama 

yang sesunggubnya berdasarkan perundang-undangan diberikan bak 

sehagai Pemegang dan Pemilik sah Hak Atas Tanah, tidak memberikan kedudukan 

berkuasa dan kewenangan kepada Penjamin dengan identitas palsu 

« "Sertifikat Sebagai Alat Bukti Hak Atas Tanah.", cp.cit. 
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untuk melakukan tindakan hukum apapun terhadap obyek tanah tersebut 

sebab pemegang dan pcrnilik hak yang sah dlUl beritikad baik dilindungi 

oleh Undang-Undang. 

Berdasarkan penelaahan terhadap doktrin dan peraturan 

perundang-undangan tersebut rnaka Pembabanan Hak Tanggungan pada 

suatu obyek tanah yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang, yaitu 

pihak yang bukan merupakan Pemilik sah Sertipikat Hak Alas Tanah sebagai 

Pemegang Hak, tersebut tidak tidak memenuhi syarat :;;ubyektif untuk 

sahnya suatu perjanjian. Syarat subyektif untuk sahnya suatu perjanjian yang tidak 

terpenuhi adalah syarat mengenai kecakapan para pihak yang membuat perjanjian 

. . s~ba~ kecakapap _dalam ~yak h~l . berkaium .d<;ngap k"'wenapgan ~rtin~ak . 

pihak tersebut. Dalam bal pemberian Hak Tanggu.ngan, pihak yang cakap 

belum tentu merupakan pihak yang berwenang pula. 

Pelanggaran terhadap ketentuan pcrsyaratan Subyektif untuk sahnya 

suatu perjanjian barujung pada dapat dibatalkannya perjanjian tersebut: Hapusnya 

perjanjian accessoir tidak secara otomatis menghapus pula peijanjian 

pnkoknya selama perjanjian pokok tersebut memenuhi persyaratan keabsahan 

yang ditentukan oleh pemturan nenmdang-undangan. Dalarn hal pembarian 

Hak Tanggungan oleh pihak yang tidak berwenang, syarat keabsahan yang 

tidak terpenuhi hanya terdapat pada petjanjian accessoir saja. yaitu pada 

APHT schJngga yang dapat dibatalkan hanya API-IT saja !api Petjm~ian 

Kreditnya tidak mejadi batal juga dan tetap berlaku mengikat para pihak 

didalamnya. 

2.2.2.1. NotarisiPPAT membuat partij akta 

Pada pembuatan AP!IT, PPAT wajib melaksanakan beberapa 

tahapan dalam prosedur pemberian lhl Tanggungan. Tahap pertama adalah 

tahap persiapan yang mewajibkan PPAT melakukan baberapa bal, sebagai berikut: 

a. Merninta sertipikat obyek yang akan dibebani Hak Tanggungan untuk 

dilakukan pcngeeakan dan stempel keabsahan pada Kantor Pertanahan 

setempat yang berguna untuk mengetehui keabsahan kepcmilikan 
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tanah dan sertipikat, izin-izin yang mungkin diperlukan dari pihak 

yang berwenang dan kernungklnan adanya sengketa atas tanah tersebut 

yang sedang berada dalam proses pengadilan serta kemungkinan 

adanya pemblokiran/pencegahan sertipikat oleh pihak ketiga. 

b. Meminta Ianda pengenal diri dan dokumen pendukung lainnya dari 

para pihak yang terlibat dalam pembuatan akta tersebut dan 

menelitinya dengan seksama .. 

Pada tahapnn ini, apabila nama yang terdapat pada sertipikat dan tanda 

pengenal diri berbeda dengan nama pihak yang hadir dihadapan Notaris/PPAT 

maka adanya kemungkinan pihak yang hadir tersebut bukan meropakan 

pihak yang berwenang untuk melukukan tindakan hukum alas obyek . ·.·. . ..... 
tanah tersebut sebingga menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, 

pembebanan Hak Tanggangan pada obyek tanah yang bersangkutan tidak 

dapat diproses tanpa sural keterangan dari kelurahan dan keeama!an bahwa 

orang tersebut adalah soma dan dokumen pendukung yang menyatakan keahaahan 

dan wewenang pihak yang menjadi pemegang Sertipikat Hak Alas Tanah 

yang datang menghadap padaNotarisiPPAT. 

Berdasarkan ketentuan yang telah diuraikan sebelurnnya, Notaris/PPAT 

dalam hal ini membuat partij akta, yaitu akta para pihak yang isinya 

dibuat berdasarkan keterangan dari para pihak yang dikuatkan oleh saksi pengenal 

( apabila Notaris tidak mengenal penghadap atau kuraog yak[n dcngan kctcrangan 

yang telah ada ). Notaris hanya mengkunstantir kehendak para pihak 

dan menuangkannya kedalarn suatu akta sehingga Notaris tidak dapat 

dikatakan lalai atau dipersaiahkan apabila di kemudian hari temyata ada 

pihak yang terbukti memberikan atau menggunakan keterangan palau padahal 

dalam pembuatan akta tersebut, Notaris Ielah melakukan semua prosedur 

yang diperlukan termasuk mencocokkan nama di sertipikat dengan 

identitas Penghadap dan memanggil saksi pengenal. 
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2.2.2.2. Kelalaian Terhadap Prinsip Kehati-hatiau Lembaga Perbaolutn 

Sesuai yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan, sehubungan 

dengan !ingkat resiko yang terkandung dalam perkreditan bank, dalam 

prosedura! pemberian kredit, pihak Kreditur atau perbankan hendaknya 

menerapkan asas-asas perkreditan yang sehat dan prinsip kehati~hatian. 

Dalam prosedural tersebut, pihak Kredtur juga me)akukan analisis pernberian 

kredit yang melalui beberapa tahapan. Pada tahap analisis sebelum 

persetujuan permohonan kredit. pihak Kreditur melakukan penyelidikan mengenai 

calon nasabah!Debitur. kondisi finansia! dan survei lokasi pada obyek 

yang akan dibebankan hak jaminan. Survei loka..qi meliputi pengecekan data 

.~~da Sertlpikat Hak A4" T~ yang. bersar~gkutan d"'!. pe~gam?il~. gambar. 

ams obyek yang akan dibebankan hak jaminan tersebut Apabila obyek tanah 

yang akan dijamiokan berikut banguoan di atasnya maka pihak 

Kreditur melakukan pengecekan internal and ekstemal bangunan. 

Anal isis kredit harus ·dilakukan secara cermat dan· akurat sebingga 

sesua.i dengan pedoman aualisa kalayakan kredit. Kekeliruan dalam 

aualisis pemberian kredit berdampak pada tiogginya resiko kredit bermasalah 

dan kerugian pada pihek Kreditur sendiri. 

Berdasarkan uraian mengenai prosedural dan analisis pemberian 

kredit yang dilakukan oleh pihek Kreditur, khususnya pada proses 

peninjauan lokasi _ obyek tanah yang akan dibcbankan Hak Tanggungan, 

dapat diketahui pemilik Hak Atas Tanah yang sah sebab pihek Kreditur 

selain melakukan pengambilan gambar, juga melakukan pengecekan 

internal bangunan. Pada proses pengambilan gam bar dan pengecekan yang 

dilakukan, pihak Kreditur dapst mengumpulkan informasi dari warga 

setempat bahk:an lurah dan camat mengenai data~data yuridis dari obyek terse but 

2.2.2.3. Tidak Adanya Itikad Baik dari Plllak Debitur dan Penjamin 

Itikad ba.ik diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang­

Undang Hukum Perdata yang berbunyi:"Suatu pe!janjian harus dileksanakan 
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. - "" ; - - -· ··- . . 

dengon itikad baik.".Lingkup dan hal-hal yang disebut sebagai itikad 

baik tidak diatur secara je!as dalam suatu peraturan perundang-undangan 

tapi merupakan norma tidak tertulis. 

Apabila terjadi pembebanan Hak Tanggungan atas suatu obyek 

tanah oleh pihak yang tidak berwenang yang bertindak sebagei Penjamin 

orang ketiga maka hal tersebut rnengindikasikan adanya itikad tidak 

baik dari pihak Pernberi Hak Tanggungan bahkan memungkinkan juga dari 

pihak Debll:trr sendiri. Hal tersebut bukan merupakan kelalaian aiau 

keawaman hukum tapi merupakan suatu kesengajaan untuk mengibu!i 

pibak I<Ieditur dan Notaris/PPAT guna memperoleh pinjaman kredit 

tanpa memberikan jarninan utang yang sah sehiogga dapat dikenakan 
.... _,_ ··-· -.-.......... ------ ... . ., - .... 

tuntutan perdata bempa biaya, bunga dan rugi serta tantutan pidana 

atas pema1suan identitas dan surat-surat. 

Pemalsuan surat-surat diatur dalam Kimb Undang-Undang Hukum Pidana 

Pasal263-266 .. Pasal.263. Killlb Undang-Urulang Hukum Pi dana menentul.w); 

(1) Barang siapa membuat sura! palsu a tau memalsukan surat yang dapat 
menimbulkan sesuatu hak, perikalan atau pembebasan hutang, atau 
yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan 
maksud untuk mernakai atau menyuruh orang lain merhakai surat 
tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika 
pemakaian tersebut dapat ruenimbulkan kerugian, karena pemalsuan 
surat, dcngan pidana penjara paHng lama enam tahun. 

(2) Diancam dengan pldana yang sama, barang siapa dengan sengaja 
memakai sural palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika 
pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. 

Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan: 

(I) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan 
tahun, jika dilakukan terhndap; 
L akta-akta otentik; 

2. sura! hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau 
bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum; 

3. sural sero atau hutang atau sertifikat sero atau butang dari suatu 
perkumpula.n, yayasan, perseroan atau maskapai: 
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4. talon1 tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang 
dilerangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan 
sebagai pengganti surat~surat itu; 

5. sural kredit atau sural dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan. 

(2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja 
memakai sural tersebut dalam ayat pertama, yang isinya lidak sejati 
atau yang dipalsukan seolah-olab benar dan tidak dipalsu, jika 
pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian. 

Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan: 

(J) Barang siapa menyuruh memasukkan ketenmgan palsu ke dalam suatu 
.akta otentik mengenai sesuatu hai yang kebenarannya harus dinyatakan 
oleb akta. it,u, <!engan mak,sud .. \IDII!k ,metrujl<:ai, atau menyur.uh O"'!'g 
lain memakai a].:ta itu seolah-olah keterangarutya sesuai dengan 
kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, 
dengan pidana penjara paling lama tujuh tabun; 

(2) Diancanl ·dengan pidana yang sama barang · siapa: dengall sengaja 
memakai sural tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati 
atau yang dipalsukan seolab-olab benar dan tidak dipalsu, jika 
pemalsuan sural itu dapat menimbulkan kerugian. 

Pihak Debitur dan Penjamin selain tidak betitikad balk, pemalsuan 

identitas dan surat-surat dapat dituntut secara pidana berdasarkan pasai-pasal 

yang diuraikan sebelumnya mengenai keterangan palsu dan pema\suan 

surat~surat sebab hal tindakan terSebut menimbulkan kerugian hagi pihak 

Kreditur dan pemilik sah obyek jarninan serta bertentangan dengan hukum 

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2.2.3. Aualisis hukum perlindungan bagi Kreditur apabila Debitur 

wan prestasi 

Sebagai pihak Kreditur yang melakukan kelalaian pada tabap 

analisis kredit dan survei lokasi, kreditur sendiri yang menanggung kcrugian 

yang besar sebab tidak dapat memperoleh pe!unasan piutangnya dengan 

jalan pele!angan Obyek Hak Tanggungan. Pasal 18 ayat (4} UUHT ditentukan 

bahwa hapusnya pembebanan Hak Tanggungan pada suatu obyak Hak Atas 
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Tanah tidak menyebabkan hapusnya hutang yang dijamin. 

Hal tersebut juga mengindikasikan bahwa hutang yang dijamin 

dengan Hak Tanggungan tersebut tidak menjadi hapus dan tetap ada serta 

telap menimbulkan bak tagH>. piutang bagi pihak Kreditur dan kewajiban 

pelunasan oleh pihak Debitur sehlngga hutang Debitur harus tetap dilunasi 

sesuai dengan kesepakatan daiam Perjanjian Kredit. 

Hapusnya Hak Tanggungan menghapus kedudukan diutamakan pihak 

Kreditur sehingga kedudukannya menjadi Kreditur Konkuren yang sama dengan 

kcdudukan Kreditur-Kreditur lainnya dan dalam pelunasan piutangnya, 

hasil penjualanlpelelangan harta Debitur dibagi kepada para Kreditur menurut 

perimbangan besar hutang Debitur kepada para Kreditur se!elah dipotong 
. ~-' . ' . . . ., . - .- ' - ... , ' --- -- ' . ·- . - . ,, -· . - . . - - ' . . ...•. 

biaya-biaya sesuai yang ditetapkan dahun peraturan perundang-undangan. 
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3.1. Kesimpulan 

BAB3 

PENUfUP 

l. Pemberian Hak Tanggungan yang diberikan oleh pihak yang tidak berwenang, 

yaitu pihak yang bukan rnerupakan pamilik sab obyek Hak Atas Tanab 

yang menggunakan identitas palsu) tidak: memenuhi syarat subyektif .sahnya 

suatu peljanjian, yaitu rnengenai kecakapan para pihak yang 

membuat perjanjian sehingga berujung pada dapat dibatalkanuya perjanjian 

terse hut. 

· Pihak tersebut tidak berwenang untuk bertindak dalam hukum. 

Hapusnya perjanjian accessoir; yaitu APHT tidak secara otomatis menghapus 

pula perjanjian utang·piutangnya selama peljanjian tersebut 

mernenuhl persyaratan keabsaban yang ditentukan oleh peraturan 

perundang-undangan. Dalam hal pernberian Hak Tanggungan oleh pihak 

yang tidak berwenang~ syarat keabsahan yang tidak terpenuhi hanya terdapat 

pada APHT sehingga yang dapat dibatalkan hanya APHT saja 

tapi Peljanjian Kreditnya tetap berlaku dan utang yang dijamin tetap ada, 

2. Hapusnya Hak Tanggungan pada suatu Hak Alas Tanab tidak mcnyebabkan 

hapusnya hutang yang dijamin sehingga hutang yang dijamin dengan 

Hak Tanggungan rersebut tidak menjadi hapus dan tetap menimbulkan 

hak lagih piutang -bagi pihak Kreditur dan kewajiban oleh pihak Debitur 

untuk memenuhi pelunasao " sesuai dengan kesepakatan dalarn Perjanjian 

Kredit. 

Hapusnya Hak Tanggnngan menghapus kedudukan diutamakan pihak Kreditur 

sehingga kedudukannya menjadi Kreditur Konkuren yang sama 
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dengan kedudukan Kreditur-Kreditur lairu1ya dan dalam pelunasan 

piutangnya, basil penjualan/pelefangan harta Debitur dibagi kepada para 

Kreditur dengan perimbangan sesuai besar hutang Debitur kepada para 

Kreditur setelah dipolong biaya-biaya sesuai yang ditetapkan dalam peraturan 

penmdang-undangan. 

3.2. Saran 

I. Apabila terdapat pihak yang akan melakukan perbuatan hukum apapaun 

terutama rnembebankan? rnengalihkan hak tapi nama atau data yuridls 

yang tercantum pada tanda pengenal diri, dokumen pendukung berbeda 

dengan yang lercantum pad~s~t b~kti kepemiiikim hak maka N~tariSlPPAf 

hendaknya menyarankan pada Pihak tersebut tmtuk minta Sural Pemyataan 

dari kelurahan dan keearnatan tempat domisili pihak tersebut 

yang menyatakan bahWil. nama pada Ianda. pan genal diri, sural pemluktmg 

serta nama pada sural bukti kepemilikan hak adalah benar merupukan 

orang yang sama. 

2. Surat pernyataan dari kelurahan dan kecamatan dapat diperkuat dengan 

surat lain, yaitu pihak yang bersangkutan dapat membuat sura.t pemyataan 

bahwa dirinya adalah orang yang sama dengan nama-nama yang tcrcantum 

pada dokumcn-dokumcn tcrscbut, apabila dikemudian harl ternyata 

tidak benar maka Pihak tersebut bersedia menanggung akibat hukum yang 

timbuL 

..--- 3, Apabila terdapat keraguan Notaris!PPAT mengenai kebenaran identitas para 

pihak, Notaris!PPAT dapat mengajukan saksi-saksi pengenal untuk 

mengkonfinnasi kebenaran identitas Pihak tersebut. 

,..-4'-'-.__.Pada >!kbir akta, Notaris/PPAT sebaiknya mencantumkan kalimat sebagai 

_ berikut;"Para pangbadap menjamin kebenaran atau keaslian idenlitas ---·- -- . - . - - - . 
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para pihak sebagaimana yang diperlihatkan kepada saya, Notaris/Pejabat, 

bertanggungjawab sepenuhnya akan hal tersebut dan membebaskan 

saya, Notaris!Pejabat dari segala tuntutan yang mungkin ada di kemudian 

hari yang berkaitan dengan hal tersebut.". 

5. Adanya saksi-saksi sesuai yang disya:ratkan peraturan perundang-undangan 

unluk menyaksikan pembuatan, pembacaan dan penandatangan akta terse but. 

6. Pihak Kreditur seteiah menerima dokumen-dokumen dan identitas dari 

pihak Debitur dan penjamin hendaknya meiakukan cross check ke kantor 

,k~lu.rah~ l ke~am.atan s~!e~P~t re.suai ~e~gap .. rang" ~f?rtea.x pa9.a _i9:f.'!nti~ 

pihak-pihak tersebut untuk meminimalisirkan resiko adanya keterangan 

palsu yang dapat berakibat pada kredit mace! dan hambatan dalam pelelangan 

dan eksekusi. 

7. Pihak Kreditur dapat mensyaratkan pambuatan Sural Pemyataan dari Debitur 

danlatau Penjamin yang berbunyi sebagai berikut:"Apabila di kemudian 

hari, temyata obyek yang menjadi jaminan dalam Peljanjian Kredit tersebut 

ternyata bennasalah maka Debitur dan!atau penJamm wajib 

segera menggantikan denganjaminan yang Jain." 

8. Penggalakan penerapan prinsip kehati-hatian perbankan yang ditindakJanjuti 

dengan analisis pcmberian kredit yang dilakukan secara cermat, mendetail dan 

mendalam untuk meminimalisir potensl kredit bermasalah. 

9. Sebelum dilakukan persetujuan permohonan kredit oleh Kreditur maka 

segala kelengkapan data identitas dad Debitur danlatau Penjamin wajib 

dilakukan pengecekan keabsahannya terlebih dahulu oleh Kreditur 

pada kantor kelurahan dan keeamatan setempat yang tercanturn pada 

data identitas tersebut 
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10. Sebelwn permohonan kredit disetujui, Kreditur wajib mela.kukan pengecekan 

ke kantor kelurahan dan kecamatan seterr:.pat Pemilik Obyek, letak 

obyek Jamman berada Wltuk mengetahui keabsahan kepemilikan 

obyek tersebut glllla menghindari pemberian jaminan oleh pihak yang 

tidak berwenang atas obyek tersebut. 

.. , ,, . . . ··. ',., .. 
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Pada halaman lampiran, penulis melampirkan "Putusan Mahkamah Agung 

Republik Indonesia Nomor 2504 K!Pdt./1999 Perkara Kasasi Perdata antara Ketua 

Panitia Urusan Piutang Negara Wilayah Vlll cq. Kepala Kantor Pelayarum 

Pcngurusan Piutang Negara Ujung Pandang melawan A.Bomba alias Andrias 

Bomba .. yang dipergunakan sebagai rujukun contoh kasus pembebanan jaminan 

Hak Atas Taoah yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang dan mendapat 

perlawanan dari pemegang salt Hak Atas Tanah pada saat Debitur wan prestasi 

sehingga Kreditur menemul kesuHtan pada saat hendak melakuk.an eksekusi 

ob~ Jaminan t~rsehut. 
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DEHI KEF.DILAN BERD.l\SARKA.N KET'Ctt.Wl>.N YA."lG Z.1A.HA ESA 

M A H K A M A H A G U N G 

memeriksa perkara perdata dalarn tingkat kasasi telah 

mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara 

I . KETUA l?ANITIA URUSAN PitrTANG NEGARA 

WILAYAH VIII cq. KEPALA KAN'rOR 

PELAYANAN PENGURUSAN l?IUTANG NEGARA 

U.::ruNG PANDANG, berkantor di Jalan 

Urip Sumoharjo Km.4 Geciung Keuangan '· 

Negara Lantai II Ujung Pandang, 

dalam hal ini diw~kili oleh p~ra 

kuasany?: 

kawan-kawan, par~ -Pegawai Negeri 

Sipil pad a Dep~rtel)'len Keuangan 

Republik Indonesia, berkantor d.a. 

Kantor Pelayan~m Peqgurusan Piutang 

Negara Ujung -Pandang, berdasarkan 

surat kuasa khuSU$ tanggal 19 Juni 

1996, Pemohon: Kasasi I dahulu Ter-

gugat V/Pembanding -III 

II. PT. BANK EXPOR IMPbR INDONESIA 

l?USAT JAKARTA cq. PT. BANK EXPOR 

IMPOR CABANG UJUNG PANDANG, berkan-

tor di HOS Cokroaminoto Ujung 

Pandang, dalam hal ini diwakili 

oleh para kuasanya : DR. H.M. LAXCA 

MARZUKI1 SR., dan kawan-kawan, para 

Pengacara, beralamat di Jalan Sunu 

Kompleks Perumahan Unhas Blok K No. 

8 Ujung ... , . 

i 
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-~ -· ... ' . 

19981 Pemohon Kasas i I I dahulu 

Tergugat IV/Pe~banding II ; 

m e 1 a w a n 

A, BOMBA alias ANDRIAS BOMBA, ber-

tempat tinggal di Jalan A. R.. Hakim 

II No. 10 Ujung Pail.dang, Termohon 

Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding 

1 . DJJ\.MIL HT, tinggal di 

Jalan Ujung Nomor : 105 A, Kelurahan 
.. . . - .. . ' . - " '· 

Parang Layang 1 Keca~atan Bontoala, 

Kotamadya Ujung Pandang ; 

2 _ NY. ENDANG SRI HASTUTI dan TIRTA 

SURYA SAPUTRA, haik · selaku pribadi 

maupun seOagai Pimpinan dan pesero 

CV. TRIAS ABADI, dl!lhulu bertempat 

tinggal di Jalan Tanjung Batu Anget 

No, 7-B Ujung · Paridang, sekarang 

tidak diketahui alaraatnya 

3. NOTARIS RIA TRISNO~TI, SH., be:r­

kantor di Jalan G. :Gatimoj ong No, 

2 3 7 Uj ung Pandan!=l, p~ra 'l'urut Termo­

han Kasasi dahuiu Para Tergugat I 

s/d III/para Turut TerPanding dan 

Pembanding I 

Mahkamah Agung ter,sebut 

Membaca surat-surat yang bersan'gkutan ; 

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut 

~;:ernyata ...... . 
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!{a_.:asi d«E pa::.:a 'L.iLlt Tenr.ohon Kasasi sebagai para 

Tergu.gat asli dimuka persidangan Pengad·i,;.,an Negeri 

Ujung Pandang pada pokoknya atas dalil-dalil : 

bahwa Penggugat asli ada1ah · Pe~ilik obyek 

sengketa berdasarkan Sur-at Keputusan ·Gubernur Kepala 

Daerah Propinsi Sulawesi Selatan _ ter'tanggal 2:1 FeM .... 

bruari 1975 No.SK.l70/Hm.Agr./197S ata~ nama Penggugat 

asli ; 

bahwa berdasa:r:kan Surat Keputusa.n tersebut 

dia.tas terbitlah Sertifikat Hak t-1ilik- No.· 233 Gambar 

.Si.tuasi No. --11.53- t.angga·l· 6- Desember- 1973 ·luas· 359 M2·· 

atas nama Penggugat asli. Dan diatas _ tanah tersebut 

tingg~llah Penggugat asli ; 

bahw-a pada tanggal 21. Maret 199-1, · Penggugat 

meminjam uang dari Tergugat asli ! sebesar Rp. 

800.000,- (delapan ratus ribu rupiah} dengan bunga 5,5 . . 
% per bulan dengan jaminan sertiffkat obyek sengketa . . 

tersebut diatas ; 

bahwa beberapa bulan kemudian, Penggugat asli 

menemui Tergugat asli I dengan maksud melunasi pinja­

mannya dan menebus sertifikat oDyek. sengketa yang 

menjadi jaminan. Akan tetapi-Tergugat asli I mengata-

kan agar uang tersebut dibawa kembali, karena Tergugat 

asli I lupa dimana meletakkan sert_ifikat jaminan 

tersebut. Namun sejak itu antara Penggugat asli dengan 

Tergugat asli I tidak saling bertemu la~i ; 

bahwa pada Bulan Januari 19'96, l?enggugat asli 

kedatangan petugas dari Tergugat asli v dengan membawa 

surat 
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sa a l i 1.: u bol-u <0Jigguga:. asli ;neagetahui bah\<Ja obyek 

sengkela celah men)adi jam.\nan kredlt ma~:et dan kare­

nanya obyek sengketa akan dilelang_ ; 

bahwa Penggugat asli merasa terkejut obyek 

sengketa dapat menjadi barang j·amirian kredit pada 

~ergugat asli JV, padahal Penggugat aSli merasa belum 

pernah mengajukan kredit pada Tergugat asli IV baik 

secara langsung maupun dengan memberi kuasa kepada 

orang lain untuk mengajukan kredi"t tersebut, apalagi 

menjadikan obyek sengketa sebagai jaminan kredit pada 

Tergugat asli IV 

· ··bahwa · ~~emudian ·. Penggugat· · ·~:Sl'i. · mi?minta: ke·pada'· · 

menantunya untuk menemui _Tergugat asli I. Dan setelah 

bertemu Tergugat a.sli I mengatakan bat)wa sert:ifika.t 

tas obyek sengketa milik Penggugat· asli telah· 

dan Tergugat asl i I pasrah te~aerah Penggugat 

Dan akhirnya Penggugat .aal.i melaporkannya 

Kapoltabes Ujung Pandang sebagai tindakan 

pidana penggelapan 

bahwa pernyataan Tergugat asli 1: bahwa sertifi.­

kat obyek sengketa hi lang adalah merupakan rekayasa, 

karena ternyata sertifikat obyek sengketa telah dise­

rahkan Tergugat asli I kepada Tergugat asli II. Dimana 

kemudian Tergugat asli I bekerj asarna d~ngan Tergugat 

asli II telah menjaminkan sertifikat C?byek sengketa 

kepada Tergugat asli IV secara ilegal untuk memperoleh 

kredit sebesar Rp. 20.000.000,- ~dari Tergugat asli 

IV ; 

bahwa .. _ . , .. 
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hukum, karena. c:iajukan oleh orang yang tidak beri<ak ; 

bahwa T~rgugat as~i III turut digugat dalam 

perkara ini karena ia telah menerbitkan akte aspal 

obyek sengketa, yaitu akte No. 39 i:anggal 30 Maret 

1993 dan akte No. 40 tanggal 30 Maret 1993, Padahal 

Penggugat asli tidak mengenal dan apalagi menghadap 

Tergugat asli III dalam rangka pembuatan akta-akta 

tersebut. Oleh karena itu maka akta-akta tersebut: 

harus dinyatakan batal demi hukUm dan kerugian yang 

ditimbulkannya dibebankan kepada Tergugat asli Ill dan 

i:iridakah" Te·rguga't" O:sli TIT ·terse}?ut·· merupakan .perbua~. · 

tan melawan hukum 

bahwa Tergugat asli IV diikut-sertakan dalam 
' 

rkara ini, · karena Tergug-at asli IV telah melakukan 

rbuatan melawan hukum dengan cara :menerima sertifi-

t obyek sengketa sebagai jaminan kredit tanpa mene-

"Sertifikat obyek sengketa . lebih dahulu apakah 

benar pemchon k:redit adalah pemil.ik dari obyek sengke-

ta ; 

bahwa tidak dilakukannya penelitian oleh 'l'ergu­

gat asli IV juga telah mengakibatJ:tan kerugi.an bagi 

Tergugat asli IV sendiri. Dimana jumlah kredit macet 

adalah sebesar .±.. Rp. 305,000.000,- (_tiga ratus lima 

juta rupiah) padahal nilai ja~inan .kredit tersebut 

adalah hanya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta 

rupiah) ; 

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka 

Tergugat asli V diminta agar pelelangan atas obyek 

sengketa . , . , .. , 

i 

' 
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ta:-: hukum tetap ; 

bahwa karena penjaminan obyek · sengketa dilaku-

kan secara ilegal maka obyek sengketa sebagai jaminan 

kredit harus dinyatakan batal demi hukum dan kerugian 

yang ditimbulkan dibebankan kepada para Tergugat asli 

kecuali Tergugat asli V secara tanggung renteng dan 

Tergugat asli X dihukum untuk menyerahkan kembali 

sertifikat obyek sengketa kepada Penggugat asli secara 

sempurna; 

bahwa bila t•lajelis berpendapat obyek sengketa 
' ·' ,- - ., --. - . 

harus dilelang mak~ kerugian yarifi d.ide-rita" Peiilggug'at' 

asli akibat pelelan9an tersebut dibebankan kepada 

·C Tergugat asli I dengan cara menyfta harta milik Tergu-

I sebagaimana disebutkan dalam point :ta · surat- ---

bahwa untuk menjamin dilaks~nakannya putusan 

dalam perkara ini, maka para Tergugat asli dihukum ~--

secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa 

(dwangsom) sebesar Rp. lOC.noo, ~- (se.ratus ribu rupiahi 

perhari terhitung sej ak keputusan dalam perkara ini 

berkekuatan hukum hingga keputusan · dalam perkara inl 

dieksekusi ; 

bahwa mengingat batas waktu pelelangan, maka 

perlu diambil tindak.an provisi agar selama perkara ini 

berjalan, pelelangan atas obyek senQrketa ditunda ~ 

bahv.ra karena gugatan in:i, diajukan berdasarkan 

bukti -bukti otentik maka para Penggugat asli rnohon 

agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terle-

bih dahulu ...... . 
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L;c;:sasl do;;; seJar::·)t;;ya mohcn a.,a!- Pengadih.an Negc-ri 

Uj ung Panda;,g :nend.:.-erikan putusar: sebagai berikut : 

DAtAM PROVISI 

t·1emerintahkan kcpada Tergugat V untuk menunda pele­

langan atas obyek sengketa hingga adanya keputusan 

dalam perkara in:i. yang mempunyai kekuatan hukum ; 

PRIMAIR 

1. Mengabulkan gugatan J?enggugat seluruhnya 

2, Henyatakan secara hukum bahwa J?enggugat adalah 

satu-satunya pemilik obyek sengketa yang sah 

3. Menyatakan secara hukum bahwa tindakan Tergugat I 

·kftau · s±apa·· saj'a ·yang--mendapat 'hal< ~aripadanya ··yang····­

menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 233/1978 GS. 

tanggal 6 Desember 1973 milik Penggugat ke 

Tergugat ·II tanpa seizin dan sepeb.get.ihuan Penggu­

adalah tindakan yang melawan hukum ; 

secara hukum bahwa tind~kan Tevgugat III 

yang menerbitkan akte No. 39 t_anggal 30 Maret i993 

tentang Pemberian Jaminan Dengan ~uasa Untuk Merna­

sang Hipot.ek dan Akte No. 40 tanggal 30 f'.1aret 1993 

tentang surat kuasa untuk menjual adalah 

tindakan/perbuatan yang melawari hukum ; 

5. Menyatakan secara hukum bahwa Akte No. 39 tanggal 

30 Maret 1993 dan akte No. 40 tanggal 30 Maret 1993 

adalah batal demi hukum 

6. Menyatakan secara hukum bahwa -tindakan Tergugat IV 

yang menerima obyek sengketa s~bagai jaminan kredit 

dari Tergugat I! adalah tindakan/perbuatan yang 

rnelawan hukum ; 

7. M_enyatakan ...... . 
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sengkctn _1 Te.:_.guga': II kepada ':'ergugat IV adalah 

tidak sah dan batc;l demi l:ui:um ," 

8. Menyatakan secara hukum bahwa . obfek sengketa be­

bas/tidak terikat/terbebani sebaga~ jaminan kredit 

pada Tergugat IV ; 

9. Menghukum Tergugat II dan ata,u T·ergugat IV a tau 

siapa saja yang mendapat hak · dari padanya untuk 

menyerahkan Sertifik.at Hak Milik No. 233/1978 GS. 

No. 1153 tanggal 6 Desember 1973 kepada. Penggugat 

dalam keadaan sempurna kalau perlu dengan bantuan 

keamanan Negara ; 

··io< "M8rifrhUkUin ·kep-ada·· pErr(i. Te'i'gugat· untUk' menfuayar ··uang 

paksa kepada 'Penggugat sebesar Rp.. 100.000 s ~ per-

hari terhitung sejak keputusan dalam perkara ini 

berkekUata:n hukum · hingga kep~tusan- dalam· perka:ra 

ini dilaksanakan apabila ternyata para Tergugat 

"lalai/tidak mau melaksanakan keputusan dalam per-

kara ini ; 

11. Menetapkan keputusan dalam perkara ini dapat dilak-

sanakan lebih dahulu meskipun ·para Tergugat menga­

jukan upaya hukum banding atau.kaSasi ; 

l2. Menghukum Tergugat V tunduk pada putusan dalam 

perkara in i ; 

-
13. Menghukum para Tergugat membayar baiya perkara 

SUBSIDAIR o 

1. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta 

benda milik Tergugat I berupa ~ebidang tanah beser-

ta bangunan yang ada diatasnya berupa rumah toko 

permanent berlantai 2 yang te~letak di Jalan Ujung 

No. lOS A ...... . 
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botn"j.'ct/daganga::nya ; 

2. Mengh:..:kum Tergugat 1 membayar/menggan:i kerugian 

kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus 

juta rupiah) atas tindakannya yang menyerahkan 

Serti fikat Hak Milik No. 233/1978 kepada Tergugat 

I I tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat yang 

berakibat terjadinya pelelanga·n atas obyek sengke­

ta 

LEBIH SUBSIDAIR 

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan 

.• lain yang .. seadil-adiJ..nya.•;- ··.· · 

bahwa terhadap gugatan Penggugat asli tersebut, 

asli v telah mengaj uka:n eksepsi yang pad;:\ 

atas dalil-dalil.sebagai_berikut : 

bahwa gugatan Penggugat ·asli kurang pihak, 

Penggugat a.sli tidak mengikUt- sertakan Badan 

Nasi.onal Kabupaten Ujung. Pandang sebagai 

pihak dalam perkara ini. Padahal Badan Pertanahan 

Nasional Kabupaten Ujung Pandang-lah yang telah men­

daftarkan dan menerbitkan sertifikat hipotik atas 

tanah 

tidak. 

sengketa. Disamping icu .Penggugat asli juga 

mengikut-sertaka.n Ketua PUPN Wilayah Ujung 

Pandang sebagai pihak dalam perkara lni. Padahal Ketua 

PUPN adalah pihak yang telah membuat surat keputusan 

yang berkaitan dengan proses penagihan piutang macet 

atas hutang Tergugat asli I dan II ; 

bahwa gugatan P·enggugat ~ as..li 

libels kar€na dalam gugatannya Penggugat 

kabur/obscuur 

asli tidak 

mencantumkan ...... . 
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kan obyek sengket-a ~nenj adi kabur. Dnn ini bera1·t. i 

gugatan Penggugat asli tidak sesuai- dengan Yurispru­

densi !>1ahkamah Agung No. 1~49 K/Sip/1975 tanggal 17 

April l976 dan No. 2655 K/Sip/1985 tanggal 3 Mei 

1989 ; 

bahwa berdasarkan hal~hal te~sebut diatas maka 

gugatan para Penggugat asli harus ditolak atau seti­

dak-tidaknya dinyatakan tidak daPat diterima 

bahwa selanjutnya terhad?lp gugatan Penggugat 

asli tersebut, Tergugat asli I dan IV sebaliknya telah 

"menga;jukan· gugat:·an-· balik: -(rekonpenSi}· yang ·pada· ·po-'· 

koknya atas dalil-dalil sebagai berikut 

Tergugat asli I : 

bahwa-apa yang diuraikan-dalatn --t.onpensi merupa­

bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan rekon­

ini ; 

bahwa pada sekit~r Maret 1991, menantu Penggu­

gat asli datang kepada Tergugat asl~ I untuk meminjam 

uang sebesar Rp. 800.000,- \delapan ratus ribu rupiah) 

dengan jaminan sertifikat rumah .Peng-gugat asli. Jadi 

yang datang pada waktu itu untuk·meminjam uang dengan 

jaminan sertifikat obyek sengketa adalah menantu 

Penggugat asli bukan Penggugat aa1i sendiri ; 

bahwa setelah sampai pada patas waktu yang 

telah dijanjikan oleh menantu Penggugat asli maka 

Tergugat asli I datang kepada Pepggugat asli menanya­

kan pelunasan pinjaman tersebut .· Tetapi dijawab oleh 

Penggugat asli agar Tergugat asli I langsung berhu-

pungan dengan ...... . 
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unr~uk mengelak. Eal ini tentu saja sangat mengecewakan 

:'ergugat asli I 

bahwa keadaan ini berlangsung dalam waktu yang 

cukup lama, sehingga sangat merugika~ Tergugat asli I. 

Oleh karena itu maka wajar bila Pengg_ugat asli dihukum 

karena telah melakukan lfJanprestasi terhadap Tergugat 

asli I 

bahwa karena alasan t.ersebut dlatas maka wajar 

bila Penggugat asli dihukum untuk. membayar hutang 

.. kepada -Terg.ugat as1i···I ·-sebesar--R~.· SOO·o~oo'O-~ -· .. {delapan· 

ratus ribu rupiah) ditambah bung·a sebesar 5, 5 %' per 

dihitung sejak Maret 1991 sampai dengan adanya 

.hukum .yang berkekuatan -hukum-; tetap dan ditam­

dengan biaya ~erugian waktu yang fiderita Tergugat 

I. dimana bila dihitung .maka jumlah keselu-

adalah sebesar Rp. 30.0.00.000,- {tiga puluh 

juta rupiah) 

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka 

Tergugat asli I mohon agar Pengadil-an Negeri Ujung 

?andang memberikan putusan dalam rekonpensi sebagai 

berikut 

1- Mengabulkan gugatan rekonpensi Pe~ggugat rekonpen­

si/Tergugat I konpensi untuk selurUbnya ; 

2. Menghukum Tergugat rekonpensi/Penggugat konpensi 

untuk membayar kembali hutangnya kepada Penggugat 

rekonpensi/Tergugat I konpen$i sebesar Rp. 800. 

ooo,~ {delapan ratus ribu rupiah; dengan bunga 5 1 5% 

terhitung 
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pens i iT<: rgugac I konpens i yang ~:esemuanya bel·j umlah 

Rp. JC.OOO,OOO,· (tiga puluh juta rupiah) 

3. Menyatakan put us an dalat:'l rekonpe·nsi ini dapat di­

laksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya 

banding maupun kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad} ; 

REKONPENSI TERGUGAT ASLI IV : 

bahwa apa yang diuraikan dalam konpensi menjadi 

bagian yar.g tidak terpisahkan dari g~gatan rekonpensi 

ini ; 

bahwa dengan adanya pelimpahan penanganan __ _ 

.kredit macetf .. ,Ter:gugatt asli ·"I·I ·maka--- Tergugat···asli ·v 

telah mengeluarkan surat paksa tertanggal 9 Januari 

1996 No. SPO€/PUPNW.VIII/1996 kepada·Tergugat asli II. ·-·,.,._ 
karena Tergugat asli. I-I. tic;ak memenuhi kerwaji- ~-­

maka Tergugat asli V me:q.urut hukum berwenang 

barang jaminan dari kredit macet tersebut ; 

bahwa tetapi Penggugat asli telah secara tidak __ ~­

rnenyangkal bahwa ia adalah peiljamin dari utang 

Tergugat asli II kepada 'rergugat asli IV, bahlcan 

Penggugat asli mengajukan gugatan terhadap Tergugat 

asli IV. Dan hal ini mengakibatkan pengembalian hutang 

Tergugat asli li kepada Tergugat _asli tv menjadi 

terhambat bahkan berhenti sama sek3.li, dan sebagai 

akibatnya Tergugat asli IV mengalami kerugian 

bahwa kerugian yang dialarni rergugat. asli IV 

per bulan adalah sebesar Rp. 4.4~3.340,- atau sebesar 

Rp. 55.541.745,- per tahun dengan·perincian sebagaima~ 

na diuraikan dalam gugatan rekonpensi· ini ; 

bahwa ..... 

Akibat Hukum..., Sheila Thomasyadi, FH UI, 2009



rug: sebesar !~p. 4.4·l3.34C,- per bulan te:!:'hitL;ns; sej3.k 

bulan .runi 1996 hingga saat putusan dalam perkara ini 

berkekuatan hukum tet.ap ; 

bahwa be~dasarkan hal-hal tersebut diatas maka 

Tergugat asli IV mohon agar Pengadilan Negeri Ujung 

Pandang memberikan putusan dalam -rekonpensi sebagai 

berikut 

1. Menyatakan perbuatan penghalangan pelelangan terha­

dap barang jaminan (agunan) , berupa persil/tanah 

beserta bangunan rumah Jalan Ar"if Rahman Hakim II 

--Nomor. -1-0-, -t-Jjung - Pandang yang --~dilakukan Tergugat 

"c., 
rekonpensi merupakan perbuatan melanggar hukum 

membayar ganti :~:ugi 

Rp. 4.443.340,- (empat juta empat 

ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh 

rupiah) per bulan, terhitung sej ak bulan Juni 1996 

hingga saat putusa:: rcko:tpensi dalam pe:rkara ini 

berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewejsde) 

3. Menghukum Tergugat rekonpensi ll!Cmbayar biaya per­

kara ; 

4 < Menyatakan 

dijalankan 

putusan 

walaupun 

rekonpensi- in~ dapat 

terhadap putusan 

segera 

dimaksud 

diajukan verzet, banding ataupun kasasi (uitvoer­

baar bij voorraadl 

ATAU ' 

Mohon putusan seadil-adilnya (Ex' a quo et bono} ; 

bahwa . , ... , . 

' .. , .- .-
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'J~Yi Ujung Pandang telah m'2"ngambil putusa:-:, yai:::·,: 

putusannya !.:anggal 10 Hct:!:et 1997 )lo. 188/Pt:s. Pdt .Gi 

1996/PN.Uj.Pdg yang amarnya berbunyi_ sebagai berikut : 

" A. DALAM KONPENSI 

" I:ALAM EKS!i'!'Sl 

" - Menyatakan eksepsi Tergu~at V ditolak 

" I I , DALAM PROVIS I 

" - Menyatakar. gugatan Provisi Penggugat di-

tolak ; 

" I I I . :OAJ 1AM POKOK PERK.ARA : 

" 

" 

" 

1 Mengabulkan gugatan Penggugat konpensi s~ 

- •'. ., 

2. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat 

adalah satu-satunya pemilik obyek sengke-

·t-a yang sah 

3. Menyatakan secara hukum bahwa tindakan 

Tergugat I atau siapa saja yang mendapat 

hak dari padanya yang menyerahkan Serti-

fikat Hak Milik No. 233/1978 Gambar 

Sit.uasi No. 1153 tanggal 6 Desember 1972. 

milik Penggugat ke T,ergugat II tanpa 

seizin dan sepengetahuan Penggugat adalah 

tindakan yang melawan hukum ; 

4, Menyatakan secara hukum bahwa tindakan 

Tergugat III yang menerbitkan Akte No. 39 

tanggal 30 t'laret 1993 tentang Pemberian 
. 

Jaminan Dengan Kuasa Untuk Memasang. 

Hipotik dan Akte No. 40 tanggal 30 Naret 

1993 tentang Surat Kuasa Untuk Menjual 

adalah ... _ ... 
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" 

" 

. . , . . -- . -

' ' " 

t 

" 

" 

" IV. 

" 

, : . 

5" 1•>;;nya •; akan secara i:ukum baiH·Ja Akte No. 39 

tanggal 30 Maret 1993 dan Akte No" 40 

tanggal 30 Mare= 1993 adalah batal demi 

hukurr, ; 

6. f-ienyatakan secara hukum bahwa tindakan 

'fergugat IV yang menerima obyek sengketa 

sebagai j ami nan kredi t dari Tergugat r I 

adalah tindakan/perbuatan yang melawan 

hukum ; 

7. Menyatakan secara l}ukum bahwa Penj ami nan 

. ,obyek. --sengketa dar1 ,Tergugat.. II .. kepada ... 

-Tergugat IV adalah1 tidak sah dan batcll 

demi hukum 

__ 8 . Me,pya.takan . secara ' hukum bp.p.wa obyek 

sengketa bebas/tidak terikat/terbebani 

sebagai jaminan kredit pada Tergugat IV ; 

9. Menghukum Tergugat II atau 'l'ergugat IV 

at.au siapa saja yang mendapat hak dari 

padanya untuk menye·:rahkan Sertifikat Hak 

Milik No. 233/1978 Gambar Situasi No. 

1153 tanggal 16 Desember 1973 kepada 

Penggugat dalam keadaan sempurna kalau 

perlu dengan bantuan keamanan Negara 

10. Menghukum Tergugat I untuk tunduk pada 

putusan ini ; 

ll. Gugatan Penggugat selebihnya ditola"k 

DALAM REKONPENSI , 

- Menyatakan menolak gu9atan rekonpensi dari 

Tergugat _ ..... . 
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DALAH K8N?ENSI/REKONP:SNSI 

Menghukurr. kepada pa.::a Tergt:ga::. te.t·masu~; 

Tergu9at I dan Tergugat !V sebagai Penggu-

gat rekonpensi untuk membayar segala biaya 

yang t imbul dalam acara ini yang hingga 

kini dianggar sebesar. Rp. 205.500 1 - {dua 

ratus lima ribu lima ratus rupiah} ; 

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan 

para Tergugat t, II dan III telah dikuatkan oleh 

Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Ujung Pandang 

dengan putusannya tanggal 23 Mei 1998 No. 481/Pdt/ 

.. ~99.7/&:r.uj,.Pdg. ; ... , 

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahu­

f::~r~ kan kepada Tergugat V/Pembanding ·Ill pada tanggal 7 
1r~/ {," I I;:( ' ' ' ' u$tus 1998 kemudian ter!)adapnya' oleh 'Tergugat VI---

i.~'~~~~~,~ f]; mbanding III dengan perantara~n kuasanya khusus, 

' /·~··'· .·.;:-·· rdasarkan surat kuasa khusus t,anggal 19 Juni 1.99E 
•s,..' ' 
~~~ diajukan permohonan kasasi secar~ lisan pada tangga) 

---
15 Agustus 1998 sebagaimana ternyata dari akte permo~ 

honan kasasi No. 118/Srt.Pdt.G/1996/PN.UP. yang dibuat 

oleh Panitera Pengadilan Negeri Ujung Pandang, narnur 

terhadap permohonan mana hingga saat ini Tergugat 

V/Pembanding III tidak mengajukan memori kasasinyc 

sesuai dengan keterangan tidak mengajukan memorj 

kasasi No. 118/Pdt.G/~996/PN.Uj.Pdg. tanggal ~4 April 

1999 yang dibuat oleh Panite:::a Petlgadilan Negeri Ujuns 

Pandang ; 

bahwa sesudah putusan ter~khir ini diberitahu· 

kan pula kepada Tergugat IV/Pembanding II pada tang· 

gal 14 ...... . 
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gat IV I Pembar:ding l! dcngan perantaraa:-~ kuasanya 

khusus, berdasarkan sur~t kuasa khusus tanggal 27 

Agustus 1998 diajukan permohonan kasasi secara lisan 

pada tanggal 27 Agustus 19.98 sebagaimana ternyata dari 

akte permohonan kasasi No. 118/Srt .Pdt.G/1996/PN.UP. 

yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ujung 

Pandang permohonan mana kemudian diSusul dengan memori 

kasasi yang memuat alasan-alasan _yang diterima di 

Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 

September 1998 ; 

---· bahwa ,. set·elah ·· i t:U · · keJ;>a:da·· Pehgg'Ugat/TerballdiU'g - -. "') 

yang pada tanggal 14 September 1998. telah diberitahu-

kan ten tang memori kasasi dari Tergugat IV /Pembanding ---·-~ 

li'l .. , Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon 

{ ~,2_ .. ,:,•,_'~_._·.-:.•_,.:,A_.::: e~ si I/Tergugat IIX/Pembanding v· tidak mengajukan 
:~~ ori/risalah-kasasi dimana dimuat alasan-alasan dari 
"< 

-"-..-'1;ermohonannya sebagaimana yang diharuskan cleh pasal 

47 ayat 1 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sehingga 

perrnohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi 

I Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Wilayah VII! 

cq. Kepala Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara 

Ujung Pandang dalam hal ini diwakili oleh para kuasa­

nya Saartje Engko, SH. dan kawan-kawan tersebut 

harus dinyatakan tidak dapat diterima ; 

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon 

Kasasi II/Tergugat V/Pembanding II beserta alasan-

alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan 

dengan .... , .. 
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dengan c,.n-a ya::·.; dite:1tuka:1 dalam U:1dang Undang, mak 

oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formi 

dapat:. dite'Cima ; 

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yan: 

diajukan oleh Pemohon Kasasi II dalam memori kasasiny. 

tersebut pada pokoknya ialah 

1, Bahwa Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Ujun' 

Pandang telah memberikan pertimbangan yang tida: 

cukup dalam memeriksa perkara: ini, karena Pengadi 

lan Tinggi Sulawesi Selacan di Ujung Pandang hany. 

memberikan pertimbangan de:;,gan mengambil-ali: 

begit"u saja pe~i:'-iffibangan yang.· diberika~- oleh Penga 

dilan Negeri Ujung Pandang ; 

yang cukup, 

telah -~idak me~erik~n perti1 

karena Judex Facti t.elah tidal~---

Bahwa Judex Facti 

perlindungan hukum bagi pihak kreditu~-----­

{Pemohon Kasasi II/Tergugat asal IV} yang beritika• 

baik yang mengucurkan pinjaman kepada pihak debitu,.----­

{Turut Termohon Kasasi/Tergugat asal II}, dimanr' 

pengajuan kreditnya tersebut _ didukung oleh bukt: 

otentik yang sangat memenuhi syarat teknis pcrban· 

kan guna pemberian pinjarnan, :utamanya incasu pem· 

berian jaminan dengan kuasa untuk memasang hipotil 

No. 39 bertanggal 30 Maret 1993 beserta akta kuas~ 

untuk menjual No, 40 bertangga~ 30 Maret 1993 

3. Bahwa J'udex Facti telah salah menerapkan hukuo 

karena Judex Facti tidak mewajibkan pihak kreditu1 

meneliti dan metneriksa langs'-?-ng minuut akta-akt<i 

otentik di Kantor Notaris, kecuali harus memper-

cayai , , ... _. 
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- _,-

dnl ,;n haJ lnl :: i::a~: P~1T.:::I:o;1 Kt ·a.si II/TeYguga~ asal 

IV ·:idak l:::ersolah de:1gan t:e~ .-'>h mempercayai akta-

akta yang dibuat oleh pihak Tt;.rut Termohon 

Kasasi/Tergugat asal III ; 

4. Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukurn 

dengan menya takan bahwa tanda tang an Termohon 

Kasasi/Penggugat asal tidak benar tanpa disertai 

akurasj pemeriksaan Labkrim Kepolisia:J ; 

Menimbang : 

mengenai keberatan-keberatan ad. l s/d ad. 4 : 

bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat 

dibenarkan;-·· ·karena·· .. pertgadilan Tiii99i 'SUlaweSi- S€lai3.0: 

di Ujung Pandang tidak salah menerapkan hukum, lagi 

hal ini pada hakekatnya adalah mengenai peni­

hasil pembuktian - yang b~rsifat penghargaan 

kenyataan, hal mana t.idak dapat diper-

pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan 

tingkat kasasi han"ya berkenaan dengan adanya 

kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum 

yang berlaku, adanya kelalaiar. dalam meme:1uhi syarat-

syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-un­

dangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya 

putusan yang bersangkutan, atau bila Pengadilan tidak 

berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaima-

na yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang tentang 

Mahkamah Agung {Undang-Undang No. 14 tahun 1985) ; 

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertim­

bangkan diatas, lagi pula dari sebab tidak ternyata 

bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini berten-

tangan ...... . 

I 
' 

l 
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moho:1an ka•;asi ya!".g :hajukan o2.eh Per~o::~on Kasasi II 

PT. Bank Expor Impor Indonesia Pusat Jakarta cq. PT. 

3ank Expor Impor Cabang Ojung Pandang dalam hal ini 

diwakili olch para kuasanya : DR. H. M. Laica Marzuki, 

SH. dan kawan-kawan tersebut harus ditolak ; 

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang 

No. 14 tahun 1970 dan Undang~Undang No. 14 tahun 1985 

yang bersangkutan 

M E N G A D I L I 

Menyatakan, bahwa permohonan kasasi dari Perno-

hon Kasasi I KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA 
' '· . ·- "~ .. - •' .. 

WILAYAH VIII cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN PENGURUSAN 

PIUTANG NEGARA UJUNG PANDANG, dalam hal ini diwakili 

SAAR'l'JE ENGKO, SH. dan kawan-
. ' .. 

tersebut tidak dapat diterima i ~ 

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasa-

PT. BANK EXPOR IMPOR INDONEsiA PUSAT JAKARTA 

llANK EXPOR IMPOR CABANG UJU>!G PANDANG, dalam 

hal ini diwakili oleh para kuasanya : DR. H.M~ LAICA 

MARZUKI. SH dan kawan-kawan tersebut ; ~ 

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar 

biaya perkara dalam tingkat kasasi ini yang ditetapkan 

sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ; 

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawa-

ratan t<tahkamah Agung pada hari : Selasa tanggal 27 

November 2001 dengan H. Suwardi Hartowirono, SH. 

Hakim Agung yang ditunjuk oleh I<etua Mahkamah Agung 

sebagai Ketua Sidang, Marganaf SH dan H.P. Pangga-

bean, SH.M.S. sebagai Hakim - Hakim Anggota dan 

diucapkan ...... . 
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KANIS TANGGAL 29 NOVEMBER 2001 oleh Ketua Sidang 

t.ersebut dcngan dihadi:ei oleh 1>1etrgana, SH dan H. P. 

Panggabean, SlL M.S. Hakim-Hakim Anggota dan Binsa:r P. 

Pakpahan, SH. Panitera Penggant.i dengan tidak dihadiri 

oleh kedua belah pihak.-

Hakim - Hakim Anggota K e t u a 

ttd. ttd. 

Margana, SH. H, Suwal-di Martowirono, SH. 

ttd. 
--·-· ' 

H.P.Panggabean, SH.MS. 

Biaya_ - Biaya : P<_:~.n~t~ra _l?engganti . 
1. M e t e r a i . . . . . . . Rp. 6.000,- ttd. 

2. R e d a k s i . . . . . . . Rp. l.OOO,- Binsar P. l?akpahan, SH. 

3. Administrasi kasasi .. Ro. 93.000,-

jumlah . = Rp.lOO.OOO,-

• 

NIP. 040015551 
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